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NOTA DINAS

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap
naskah disertasi berjudul:

RESPON PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP PERUBAHAN RELASI
RAKYAT DAN NEGARA DI INDONESIA ERA REFORMASI

yang ditulis oleh:

Nama : Yusdani
NIM : 05.3.491
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup (Pendahuluan) pada tanggal
10 November 2015, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat
diajukan kepada Program Pascasatjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk
divjikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Iimu Agama Islam.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Yogyakarta, =2 April 2016

Promotor,
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Yogyakarta, 1{ Mei 2016
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ABSTRAK

Studi tentang respons pemikiran Islam terhadap perubahan
relasi rakyat dan negara di Indonesia pasca reformasi
dilatarbelakangi oleh segregasi antara kajian Islam, khususya
kajian pada aras pemikiran tentang perubahan dan dinamika
politik. Di satu sisi ada peneliti yang bertolak dari situasi
internal umat Islam dengan kultur acuan teologis, mengandaikan
pemikiran tokoh dan komunitas Islam terisolasi dari dinamika
politik. Di sisi lain, para pengkaji politik dan pemerintahan,
mendudukkan umat Islam sekadar sebagai warga negara yang
memiliki atribut khas, yang seolah tidak terinspirasi oleh ajaran
dan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya.

Keterkaitan antara pemikiran dan dinamika politik yang
berlangsung tidak mudah ditunjukkan mengingat watak ajaran
Islam yang bersifat polyinterpretable (dapat interpretasikan
secara berbeda-beda, dan memang interpretasi tunggal justru
bersifat problematik). Untuk menjembatani jurang pemisah
kajian di atas, penelitian ini menyikapi bahwa meskipun
formulasi ajaran tersebut dalam pemikiran kenegaraan juga
bervariasi, tetap saja ada arus utama pemikiran  yang secara
signifikan menentukan arah atau jenis perubahan.

Permasalahan pokok yang dijadikan fokus dalam penelitian
ini adalah bagaimana pemikiran Islam diartikulasikan umat
Islam dalam menyikapi perubahan relasi rakyat dan negara di
Indonesia era reformasi? Penelitian ini merupakan studi
pemikiran Islam yang diwacanakan oleh Nurcholish Madjid dan
Abdurrahman Wahid dan organisasi masyarakat Islam:
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Front Pembela Islam
(FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI). Pendekatan yang digunakan adalah historis dan
sosiologis, sedangkan teknik analisisnya adalah kualitatif dan
sosiologi pengetahuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Islam
yang dikemukakan oleh para tokoh dan ormas Islam dalam
mempola-ulang relasi rakyat dan negara di Indonesia era
reformasi merupakan kontribusi pro-aktif Islam dalam proses
demokratisasi di Indonesia, dan sekaligus memberi arah
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demokrasi tersebut yang didasarkan pada rasionalitas dan etika.
Oleh karena itu, kontribusi pemikiran ini dapat dikatakan
melampaui dan menjadi alternatif bagi pengembangan
demokrasi yang bersifat prosedural (mekanistik) yang
dikembangkan berbagai pihak di Indonesia. Demokrasi yang
didasarkan pada etika dan rasionalitas itulah relasi rakyat dan
negara di Indonesia menjadi kokoh dan bermartabat.

Kata kunci: pemikiran Islam, relasi rakyat-negara,
Indonesia, dan reformasi
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ABSTRACT

The study of Islamic thought response to changes in the
people-state relation in Indonesia in the reform era was
motivated by segregation between Islamic studies, typically
study at the level of thought, and the study of change and
political dynamics. On one hand, there were researchers who
began from Islamic studies, starting from the internal situation
of Muslims in theological reference culture, presupposing the
thoughts of the leader and the Islamic community isolated from
the political dynamics. On the other hand, the analysts of
politics and government positioned the Muslims merely as
citizens who had the typical attributes, seemingly not inspired
by the teachings and values of religious beliefs.

The connection between thought and political changes
that took place was not easily demonstrated in view of the nature
of the teachings of Islam. Moreover, Islam itself is
polyinterpretable (it can be interpreted differently, and indeed a
single interpretation of it is problematic). To bridge the gap
above, this study addressed that even formulations that teaching
in the thinking of state also varied, there was still the
mainstream of thought which significantly determined the
direction or type of change.

The main problem to be the focus of this research was
how the Islamic thought was articulated by the Muslims in
addressing changes in the people-state relations in Indonesia’s
reformation era. This study was a discourse of Islamic thought
by Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid and the
organization of Islamic society: Muhammadiyah, Nahdlatul
Ulama, Front Pembela Islam, the Indonesian Mujahidin Council,
and Hizbut Tahrir Indonesia. The approach used in this study
was historical and sociological. The analysis technique used the
qualitative analysis and the sociology of knowledge.

The results of this study indicated that Islamic thought
expressed by the leaders and Islamic organizations in resetting
the pattern of the people-state relations in Indonesic’s
reformation era was pro-active Islamic contribution in the
democratization process in Indonesia, while giving the
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directions to the democracy based on rationality and ethics.
Therefore, the contribution of this thinking could be said beyond
and be an alternative for the democratic development which was
procedural (mechanistic) developed by various parties in
Indonesia’s reformation era. With democracy based on ethics
and rationality, the people-state relations became strong,
powerful, and dignified.

Keywords: Islamic thought, the people-state relations,
Indonesia, reformation
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

Rl dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor

158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. sebagai

berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf | Nama Huruf Keterangan
Arab Latin
C | Alif d”aanLdaizkan Tidak dilambangkan
< Ba b Be
O Ta t Te
& S\a $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik
c | HR i (diba\g/]vah)
¢ Kha kh ka dan ha
3 Dal d De
3 Za Z zet (dengan titik di atas)
B Ra r Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
Ui Syin sy es dan ye
es (dengan titik di
v= | Sad § ( bag\]/vah)
de (dengan titik di
o= | Diad o ( ba%vah)
te (dengan titik di
Ta bawah)
. zet (dengan titik di
& Z}a a bawah)
& Ain Koma terbalik di atas
¢ Gain g Ge
< Fa f Ef
é Qaf q Qi
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&l Kaf k Ka
J Lam | el
2 Mim m em
O Nun n en
9 Waw W We
Ha h ha
e H:hmz Apostrof
S Ya y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ditulis

muta aqgqidi=n

dac

ditulis

C. Ta’marbutah
1. Apabila dimatikan ditulis h.
4 ditulis

Hibbah

ZERIN ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan
sebagainya, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ERPNEOSS ditults Kara=mah al auliya> "

2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha,
kasrah dan dammah ditulis t.

il 38 ditulis

Zaka>tul-fit}ri
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D. Vokal Pendek

- kasrah ditulis I
- fath}ah ditulis A
- dyammah ditulis U
E. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif ditulis a>
alals ja=>hiliyyah
2 | Fathah + ya mati ditulis a>
3 ditulis i>
kari>m
4 | Dammah + wawu | ditulis u>
mati furu>d}
F. Vokal Rangkap
1 | Fath} h+y mati ditulis Al
Sin bainakum
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NEXRI

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah ke hadirat
Allah SWT atas segala hidayah, rahmat, dan karunia-Nya yang
tak terhingga yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis, tidak
terkecuali dalam proses penyelesaian disertasi ini sehingga
penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Penulisan disertasi ini
dilakukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan
studi Program Doktor (S3) pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan disertasi ini juga dimaksudkan untuk
memberikan kontribusi pemikiran berkaitan dengan perubahan
relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi. Oleh karena
itu, penulisan disertasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu

kontribusi pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan
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dan kepustakaan studi Islam pada umumnya serta Figh Siyasah
(teori ketatanegaraan Islam) khususnya dalam bentuk kajian
ilmiah. Di samping itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi para peminat (peneliti)
bidang figh siyasah sebagai upaya untuk mengeksplorasi
konsepsi atau teori relasi rakyat dan negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.

Disertasi ini akhirnya berubah bentuknya menjadi seperti
yang sekarang ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang
selalu memperhatikan perkembangan penulis selama proses
penyelesaian dalam penulisan disertasi ini. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini perkenankanlah penulis ingin menghaturkan
ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sangat
penulis hormati sebagai berikut:

Petama, ucapan terima kasih penulis kepada Prof. Dr.
Machasin, M.A. selaku promotor, yang di tengah-tengah
kesibukan beliau sebagai salah seorang pejabat pada
Kementerian Agama R.l. dan pengajar di Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta selalu meluangkan
waktu bahkan dalam setiap kali ada kesempatan baik di rumah
maupun pada saat memberikan kuliah pada Program

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada saat-saat
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senggangnya, beliau menyempatkan untuk membimbing
penulis. Beliau membaca dengan teliti, mengoreksi, memberi
masukan antara lain berkenaan dengan teori, konsep, dan
mengarahkan substansi tulisan dalam kerangka relasi rakyat dan
negara dari sudut pandang Islam. Atas semua ini semoga Allah
SWT membalas jasa baik beliau dengan balasan yang jauh lebih
baik lagi, Amin.

Kedua, ucapan terima kasih kepada Prof. Drs. Purwo
Santoso, M.A. Ph.D selaku Promotor yang di tengah-tengah
kesibukan beliau sebagai pengajar di Universitas Gadjah secara
tulus ikhlas menyediakan waktu di rumah untuk memberikan
pengarahan, bimbingan, berdiskusi dan dorongannya kepada
penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.
Selain runtutnya dialog dalam pembahasan substansi materi
disertasi yang selalu beliau tanamkan, Penulis amat terkesan
dengan himbauan beliau, baik melalui dialog langsung maupun
via email agar serius dalam menulis disertasi ini. Atas semua ini
semoga Allah SWT membalas jasa baik beliau dengan balasan
yang lebih baik lagi, Amin.

Ketiga, terima kasih penulis haturkan kepada Rektor
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga c./qg. Ketua

beserta Staf Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
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BAB |
MELACAK RESPONSISLAM TERHADAP
PERUBAHAN HUBUNGAN RAKYAT DAN NEGARA

A.Latar Belakang Masalah

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, perkembangan
pemikiran Islam di Indonesa menemukan momentum baru
untuk mengekspresikannya. Liberalisasi secara besar-besaran
menjadikan tidak ada hambatan dalam mengekspresikan
pemikiran warga negara. Dalam konteks ini hadirlah pemikiran
dan gerakan berbagai kelompok, tidak terkecuali dari komunitas
Islam. Selain upaya-upaya meneruskan gagasan dari tokoh dan
organisas Islam yang telah menjadi mainstream sebelum
reformasi, juga muncul gerakan-gerakan baru Islam, seperti
Front Pembela Islam (FPl), Magelis Mujahidin Indonesia
(MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan lain-lain yang
mengusung pemikiran yang berbeda.

Hal tersebut menunjukkan bawah betapa responsif umat
Islam terhadap terbukanya ruang publik, yang menanda pula
sensitivitas mereka pada dinamika politik di negeri ini.

Sebaliknya, dinamika politik di Indonesia perlu dijelaskan



melalui telaah terhadap dinamika pemikiran yang berlangsung.
Perubahan relas negara dan rakyat niscaya tidak lepas dari
respons mereka. Meskipun begitu, studi tentang relasi rakyat
dan negara yang terbingkai dalam wacana demokrasi ataupun
demokratisasi, cenderung mengabaikan keterlibatan komunitas
Islam, yang tidak hanya merespons perubahan situas politik
dengan tindakan-tindakannya, melainkan juga dengan
pemikirannya. Selain itu, respons yang didasari oleh pemikiran
yang komprehensif dan mendalam—yaitu respons yang didasari
garan agama lsam—niscaya menstruktur secara signifikan
dalam dinamika politik itu sendiri.

Studi ini digerakkan oleh kegelisahan terhadap segregasi
(keterpisahan) kellmuan. Terjadi pemisahan antara kajian Islam,
khususya kajian pada aras pemikiran di satu sisi, dengan kajian
tentang perubahan dan dinamika politik di sisi lain. Jelasnya,
ada para pendliti yang bertolak dari studi Islam, bertolak dari
situas internal umat 1slam dengan kultur acuan teologis sendiri,
mengandaikan pemikiran tokoh dan komunitas Islam terisolasi
dari dinamika politik. Pada saat yang bersamaan, para pengkaji
politik dan pemerintahan, mendudukkan umat Islam sekadar

sebagal warga negara atau rakyat yang memiliki atribut khas,



yang seolah tidak terinspirasi oleh garan dan nilai-nilai
keagamaan yang diyakininya.

Segregas keilmuan ini perlu dijembatani dengan kajian
khusus. Keterkaitan antara kedua tradis kagian di atas akan
terlihat jika menggunakan cara pandang historis-sosiologis, di
mana pemikiran menjadi kekuatan penjelas. Di sini, pemikiran
Islam, termasuk dalam bidang politik dengan mudah dipahami
kaitannya dengan lingkungan sosianya. Apaagi kaau
pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang ini dipahami
tautannya dengan perubahan lingkungan sosial mikro (nasional)
dan makro (global) yang terus menggejaa.

Keterkaitan antara pemikiran dan dinamika politik yang
berlangsung memang tidak mudah ditunjukkan mengingat watak
garan agama. Apaagi, garan Islam itu sendiri bersifat
polyinterpretable (dapat interpretasikan secara berbeda-beda,
dan memang interpretasi tungga justru bersifat problematik),
maka untuk menjembataninya, kgian ini menyikapi bahwa

formulasi gjaran tersebut dalam pemikiran kenegaraan juga



bervariasi, tetap sga ada mainstream yang secara signifikan
menentukan arah atau jenis perubahan.*

Kedudukan muslim, sebagal komponen mayoritas warga
negara Indonesia sangat signifikan. Kesadaran peran dan posisi
politiknya dipengaruhi oleh pemikiran yang diadopsi.?
Persoadlannya bukan hanya, apakah proses penyadaran yang
tengah berlangsung, berkontribusi dalam mempol akan hubungan
rakyat dan negara yang semakin demokratis. Persoalan yang
tidak kalah pentingnya untuk ditelaah adalah, isi pemikiran yang
bagamana selama ini bergulir dan diikuti dengan perubahan
relasi rakyat dan negaratersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh para pihak bahwa, pola
hubungan rakyat dan negara aa Orde Baru, ditandai oleh
dominas negara yang diikuti dengan pelemahan kekuatan

rakyat.® Hal ini dapat dicapai dengan reproduksi ideologi yang

'W. Montgomery Watt, Muhammad: Prophet and Statesman
(London: Oxford University 1964). Bahtiar Effendy, Isdlam dan Negara
Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik I1dam di Indonesia (Jakarta:
Paramadina, 1998), 5.

“Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan
Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi (Y ogyakarta: Pustaka
Pelgjar, 2008), xi-xii, 347-348. Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi
untuk Aksi (Bandung: Mizan, 2008), 379.

3Sgjak akhir 1960-an hingga akhir 1990-an orde baru berhasil
melembagakan struktur kekuasaan yang otoritarian. Negara menjadi begitu
kuat, semenatara rakyat posisinya begitu lemah. Negara telah menjadi gurita
politik yang perkasa di hadapan rakyat. Sementara rakyat menjadi silent



dimotori oleh negara, diikuti dengan pertarungan pemikiran
keagamaan.* Sedangkan di era reformasi, rakyat berada dalam
posisi kuat dan negara diharapkan untuk meminggirkan dirinya.”
Ha itu kemudian diikuti dengan pertarungan pada aras
pemikiran. Keanekaragaman pemikiran yang diartikulasikan
oleh tokoh-tokoh Islam tersebut di atas, kontribusinya terasa
insignifikan. Klaim bahwa demokratisasi di Indonesia disangga
oleh pemikiran Islam sebagaimana diwacanakan selama ini,°
sangat boleh jadi sulit dipertahankan.

Berbagal studi di kalangan ilmuwan politik menunjukkan
bahwa pergeseran pola hubungan rakyat dan negara selama ini
lebih dijelaskan oleh gencarnya terpaan pasar global.” Poin yang
hendak dikedepankan di sini adalah aspek pemikiran. Pertama,

majority dalam artian yang sesungguhnya, yaitu sosok rakyat awam yang
bisu, gagap, dan tidak berdaya di hadapan kekuatan Negara. Haedar Nashir,
”Demokratisasi Hubungan Negara dan Rakyat”, Jurnal Media Inovasi, no.1
(Oktober, 1999), 11.

“Abdurrahman Wahid (Editor)., llus Negara Isam Ekspansi
Gerakan Idam Transnasional di Indonesia (Jakarta: The Wahid Institute,
Gerakan Bhinneka Tunggak |ka dan Maarif Institute, 2009).

*Munafrizal Manan, Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru
(Yogyakarta: IRE Press, 2005), 30.

®Dikutip  dari  http://www.setkab.go.id/artikel-6197-indonesia-
sebagai -model -perkembangan-demokrasi -muslim-masal ah-dan-pel uang.html,
diakses 2 April 2013.

"Tim editor, Menuju Masyarakat Madani Strategi dan Agenda
Reformasi (Y ogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan
Universitas Gadjah Mada Bekerjasama dengan Konrad — Adenauer-Stiftung,
1998), 204-205.




karena dimensi pemikiran tidak dikedepankan dalam telaahnya,
kontribusinya lalu tidak terpetakan. Kedua, masuknya cara kerja
berbasis tatanan global sebetulnya berlangsung melalui penetrasi
pada tataran pemikiran. Seiring dengan hal itu, semakin kuat
desakan untuk merumuskan kembali tugas dan peran negara.
Dalam konteks ini tidak lagi dibayangkan sebagai kekuatan
tunggal yang diberi amanat penuh untuk melakukan apapun
yang diperlukan demi melindungi rakyat, melainkan hanya
sebagal penjaga aturan main; memfasilitas interaks sesama
warga negara yang didorong untuk berkompetisi habis-habisan
untuk menduduki jabatan publik. Kekuatan ekonominya menjadi
basis untuk memperjuangkan hak, dan negara justru dalam
posisi untuk selalu dikontrol .2

Wacana good governance, yang marak belakangan ini,
menandai  kuatnya pemikiran bahwa negara harus minggir

sdauh mungkin dalam mengelola kepentingan publik.’

®Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta: Kompas,
2003), 212.

°Good Governance adalah tata kel ola pemerintahan yang merupakan
perluasan dari konsep pemerintah (government) karena konsep pertama
terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh
pemerintah (government) sendiri tetapi juga bersama-sama dengan aktor-
aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat secara luas sebagai stakeholders.
Sedarmayanti, Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam Rangka
Otonomi Daerah (Bandung: Penerbit Mandar Maju,2003), 4.



Pertanyaannya, apakah memang seperti ini kerangka pikir umat
Islam? Apakah Isslam memang mengajarkan peminggiran peran
negara ?

Mengingat keragaman interpretasi garan  Islam
sebagaimana disebutkan di atas, kontrovers di antara para
pemikir Islam adalah keniscayaan. Kalau tidak ada, maka
pergeseran pola relas rakyat dan negara yang tengah
berlangsung bukanlah karena olah pemikiran kalangan Islam.
Dari segi pemikiran, perlu adanya rumusan yang jelas tentang
peran negara, sehingga dapat dirumuskan lebih lanjut
pengaturan tentang distribusi, produksi dan sebagainya.’
Gagasan-gagasan kunci, seperti bagaimana relevansi negara
sebagal kekuatan untuk melindungi rakyat penting untuk
dirumuskan, dan lebih dari itu, umat Islam Indonesia perlu
memiliki rumusan yang jelas, betapapun berbeda-beda, tentang
hal itu, sehingga tuntutan untuk membuka pasar di dalam negeri
pada era globalisasi semakin melebar.™

Kegelasan pemikiran tentang hal-hal tersebut di atas penting

bukan hanya karena pertimbangan praktis, bahwa pengaruh

1°Tim editor, Menuju, 202 — 203.
Ybid., 203.



pasar global terhadap kehidupan rakyat Indonesia di era
reformasi ini sangatlah kuat. Telaah terhadap pemikiran Islam
yang berkembang selama ini memperlihatkan betapa kuat
keinginan untuk merespons tantangan dan pengaruh pasar global
itu. Dalam kaitan ini, para tokoh dan pemikir Islam sadar betul
bahwa apapun pola hubungan rakyat dan negara yang hendak
diberlakukan, maka berdampak pula pada umat Islam.

Terlepas dari pertimbangan praktis tersebut di atas, umat
Isam perlu memastikan bahwa kehidupan bernegara yang
dilangsungkan tetap dalam koridor garan agamanya. Dalam
konteks ini, perlu ditegaskan bahwa studi ini berangkat dari
keniscayaan adanya overlap (tumpang tindih), bukan sinergi
antara pemikiran Islam sebagai aktualisasi gjaran agama dengan
pemikiran kenegaraan dalam posisinya sebagal warga negara.
Peran ganda seorang muslim sebagai pemeluk garan agama dan
sebagal warga negara, daam studi ini diposiskan sebagai
keniscayaan yang memungkinkan Indonesia dapat membangun
sistem politik yang memenuhi kaidah internasional dan pada
saat yang sama mendapat dukungan dari warganya yang

mayoritas memeluk gjaran Islam.



Keniscayaan tersebut meskipun sederhana namun punya
implikasi mendasar karena dalam konteks pencarian solusi
terhadap arah tatanan dan masa depan kehidupan bernegara di
Indonesia, terutama dalam konteks relasi rakyat dan negara
yang mengemuka masih jarang ditemukan studi baik oleh para
ilmuwan politik Indonesia maupun peneliti atau studi keislaman
di Indonesia khususnya yang membahas tentang pentingnya
peran dan kontribusi Islam sebagai agama yang dianut oleh
mayoritas bangsa Indonesia. Keniscayaan ini telah terabaikan
daam kgian tentang pemikiran Islam di Indonesia. Ha ini
dikarenakan kajian pemikiran Islam yang berkembang sangat
terobses dengan melakukan karakterisasi dan pada gilirannya
sedikit banyak mencitrakan eksotisme.

Semangat untuk mengungkap eksotisme terlihat dalam
berbagal kgian tentang rakyat dan negara. Semangat kajian
yang ada adalah menunjukkan perbedaannya dengan pemikiran
umat lain. Agar tidak lagi terjebak dalam obsesi untuk
mengungkap  eksotisme garan  Islam,  Kuntowijoyo
menggarisbawahi urgensi menegaskan umat Islam di hadapan

negara’® Hanya sgja, kebanyakan studi tentang pemikiran

2K untowijoyo, Paradigma, 379.
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politik Islam, sgauh ini berhenti pada karakterisas watak
pemikiran. Sebagaimana nanti diperlihatkan, belum banyak
studi yang didedikasikan untuk mengungkap cara merespons
dinamika masyarakat melalui pencurahan kapasitas berpikir.
Studi Mark Woodward tentang prospek di Islam dalam
merespons demokratisasi, adalah contoh yang tepat. Dia
mengelompokkan pemikiran Islam di era pasca Orde Baru ke
dalam lima kelompok, yaitu : (1) indigenized (pribumisasi)
Islam, (2) Islam tradisional, (3) Isslam modernis, (4) Islamisme

atau Islamis, dan (5) neo-modernisme Islam.™

BMark Woodward, , “Indonesia, Islam and the Prospect of
Democracy”, SAIS Review Vol. XXI, No. 2, (2001), 29-37. Dalam kategori
pertama, Woodward mendudukkan adanya indigenized |slam adalah sebuah
ekspresi Islam yang bersifat lokal; secara formal mereka mengaku beragama
Islam, tetapi biasanya mereka lebih mengikuti aturan-aturan ritual lokalitas
ketimbang ortodoksi 1slam. Karakteristik ini paralel dengan apa yang disebut
Clifford Geertz sebagai Ilam Abangan untuk konteks Jawa. Dalam
hubungan politik dan agama, secara given mereka mengikuti cara berpikir
sekuler dan enggan membawa masalah agama ke ranah negara dan
sebaliknya.

Kedua, kelompok tradisional Nahdlatul Ulama (NU). NU adalah
penganut aliran Sunni terbesar di Indonesia yang dianggap memiliki
ekspresinya sendiri, karena di samping ia memiliki kekhasan yang tidak
dimiliki kelompok lain seperti basis yang kuat di pesantren dan di pedesaan,
hubungan guru murid yang khas, mereka juga dicirikan oleh akomodasi yang
kuat atas ekspresi 1slam lokal sgjauh tidak bertentangan dengan Islam sebagai
keyakinan. Ia tampaknya tidak berusaha untuk memaksakan “Arabisme” ke
dalam kehidupan keislaman sehari-hari.

Ketiga, Idam modernis. Mereka terutama berbasis pada
Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama. la
berbasis pada pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. la
memperkenalkan ide-ide modernisasi dalam pengertian klasik. la misalnya,
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Studi ini tidak menjelaskan mengapa cara itulah yang
berlaku, tetapi membiarkan muslim sebagai warga negara tidak
terfasilitas oleh garan agamanya ketika ambil bagian dalam
praktek-praktek kenegaraan yang diikutinya. Memang, studi
yang lebih menekankan tipologi tersebut di atas dapat
membantu dalam memahami fenomena semaraknya pemikiran
dan gerakan Idam di Indonesia era reformasi, namun studi ini
tetap sgja menyisakan berbagai permasalahan, terutama dalam
kaitan dengan cara atau pendekatan dalam memahami dinamika

pemikiran dan gerakan Islam.

dalam arus utamanya, menolak ekspresi lokal dan lebih mengukuhkan
ekspresi puritanisme yang lebih menonjolkan “ke-Arab-an”.

Keempat, Islamisme atau Islamis. Gerakan yang disebut terakhir ini
tidak hanya mengusung Arabisme dan konservatisme, tetapi juga di dalam
dirinya terdapat paradigmaideologi Islam Arab. Tidak heran kalau Jihad dan
penerapan Syari’ah Islam menjadi karakter utama dari kelompok ini.
Kelompok ini juga tidak segan-segan membentuk barisan Islam paramiliter
untuk melawan siapa sgja yang diidentifikasi sebaga musuh Islam yang
mereka definisikan.

Kelima, neo-modernisme Islam. la lebih dicirikan dengan gerakan
intelektual dan kritiknya terhadap doktrin Islam yang mapan. la berasal dari
berbagai kelompok, termasuk kalangan tradisional maupun dari kalangan
modernis. Mereka biasanya tergabung dalam berbagai NGO dan institusi-
institus riset, perguruan tinggi Islam dan pemimpin Islam tradisional
tertentu. Mereka juga melakukan pencarian tafsir baru terhadap berbagai
doktrin Islam berlandaskan pada realitas masyarakat dan penggunaan filsafat
dan metode-metode baru seperti hermeneutika, baca juga Ahmad Suaedy,
Perspektif Pesantren: 1slam Indonesia Gerakan Sosial Baru Demokratisasi
(Jakarta: The Wahid Institute, 2009), him. 98-99.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas,
permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
bagaimana pemikiran Islam diartikulasikan dan
diimplementasikan umat Islam Indonesia dalam merespons

perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia erareformasi?

C. Tujuan Pendlitian

1. Menjelaskan benang merah yang dapat mempertemukan
berbagai pemikiran Islam dalam merespon perubahan relas
rakyat-negara di Indonesia erareformasi.

2. Menganalisis kontribus pemikiran dan peran Islam
dalam mengarahkan perubahan kehidupan negara di Indonesia
erareformasi.

3. Mereformulasikan kerangka pemikiran kreatif untuk

menghadirkan wajah pemikiran figh kenegaraan Islam
dalam konteks ke-Indonesiaan kontemporer.

D. Manfaat
1. Memperkaya referensi bagi para peneliti ISlam dan negara
di Indonesia terkait dengan relas rakyat dan negara di

Indonesia erareformasi.
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2. Dijadikan rujukan untuk pengembangan studi keislaman,
khususnya figh kenegaraan tentang relasi rakyat dan negara

di Indonesiaerareformasi.

E. Telaah Pustaka

Studi tentang pemikiran Islam di Indonesia secara umum
sudah banyak dilakukan. Pembacaan terhadap pemikiran Islam
di Indonesia, sebagaimanatelah disinggung di atas, bukan hanya
menghasilkan beragam tipe melainkan juga berbagai tipologi.
Berikut ini tipologi yang telah biasa dipakai dalam kajian studi

keagamaan maupun studi politik-pemerintahan.

1. Pemikiran dalam khasanah keagamaan

Tekanan pada tipologi dapat ditemukan, misalnya tipologi
“normativitas dan historisitas” yang dikemukakan oleh Amin
Abdullah. Tipologi ini digunakan dalam menceritakan
kecenderungan umat Islam dalam memperlakukan Islam.**
Tipologi sejenis mengemuka dalam karya Azyumardi Azra’
ketika menggagas adanya “Islam substantif dan Islam

formalis™.®® Setelah mengajukan telaah ini mengemuka wacana

YAmin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas
(Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 1996).
BAzyumardi Azra, Islam Substantif (Bandung: Mizan, 2000).
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pembedaan wacana, khususnya pewacanaan “Islam secara
Inklusif* vs “Islam eksklusif”.’® Tradisi penelashan ini
dilanjutkan oleh Budhy Munawar-Rahman ketika menggagas
“Islam pluralis”.’

Kategorisas tersebut memang, lumayan bisa menggantikan
kategorisasi lama “Islam modern” vs “Islam tradisional” yang
biasa dipakai, termasuk oleh Burhanuddin Daya.® Pemilahan
ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Munir Mulkhan dalam
berbagai kajiannya, tidak lagi akurat. Ketika menulis “Islam
murni” berdasarkan kasus Wuluhan Jember, Mulkan memetakan
orientasi pemikirannya ke dalam tiga kategori: al-lkhlas”
(kelompok Kiai Dahlan), “Munu” (Muhammadiyah-NU), dan
“Marmud” (Marhaen-Muhammadiyah). Kategorisass Munir
Mulkhan tentu sga didasarkan pada perbedaan-perbedaan
mereka pada cara pandangnya terhadap Muhammadiyah.*®

Sebetulnya studi yang secara khusus didedikasikan untuk

mencermati respons terhadap perkembangan zaman atau

18Sukidi, Teologi Inklusif Cak Nur (Jakarta: Gramedia, 2000).

YBudhy Munawar Rahman, Islam Pluralis (Jakarta: Paramadina,
2000).

¥Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran lslam:
Kasus Sumatera Thawalib (Y ogyakarta: Tiara Wacana, 1996).

®Munir Mulkhan, Isam Murni dalam Masyarakat Petani
(Yogyakarta: Bentang dan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, 2000).
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konteks, juga telah cukup banyak dilakukan. Studi tentang
respons pemikiran dan gerakan Islam terhadap perubahan
kehidupan politik dan negara di Indonesia baik era orde lama,
era orde baru maupun pasca orde baru (era reformag) ini tentu
dapat membantu dalam memahami dinamika pemikiran Islam di
Indonesia, terutama di era reformasi, namun sebagian besar
penelitian tentang Islam politik atau Islam dan negara di
Indonesia tersebut pada dasarnya berhenti pada tataran tipologis.
Dengan adanya tipologi ini memang dapat membantu dalam
menjelaskan perbedaan-perbedaan (varian-varian) pandangan
dan sikap kaum muslim Indonesia dalam menghadapi perubahan
politik. Menarik untuk dicatat, dalam hal ini, bahwa sebagian
besar studi ini meneruskan atau terinspirasi oleh tipologi
Clifford Geertz dalam The Religion of Java, yang telah
meletakkan tipologi segi tiga: “santri”, “priyayi”, dan
“abangan”. Dengan tipologi ini dapat digambarkan struktur
sosia kultural keagamaan (Islam), di samping juga konfigurasi
politik dan ekonomi.?® Maksud yang dijelaskan dalam penelitian
ini adalah masyarakatnya, bukan pemikirannya.

“Clifford Geertz, The Religion of Java (Phoenix edition) (Chicago:
University of Chicago Press, 1976), 125.
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2. Pemikiran dalam khasanah politik-pemerintahan

Karya monumental dalam kajian politik-pemerintahan
disgjikan oleh Deliar Noer. Dalam karyanya Gerakan Modern
Islam di Indonesia membuat dan membagi sikap-sikap muslim
Indonesia terhadap perubahan sosio-politik menjadi tipologi
“modernis dan tradisionalis”.?* Modernis adalah muslim yang
berpandangan bahwa modernitas dapat diterima sebagai
instrumen baru bagi kemaguan Islam. Tradisionais adalah
muslim yang percaya bahwa nilai-nila tradisiona masih cocok
dengan kehidupan kontemporer.

Catatan penting dari kagjian Deliar Noer adalah bahwa, baik
modernis maupun tradisionalis percaya akan nilai-nilai utama
dalam doktrin politik Islam, misalnya, negara harus punya dasar
religius, penerapan syari’at Islam, dan komitmen terhadap
intisari prinsip-prinsip Islam. Jadi, dalam politik, baik modernis
maupun tradisionalis mendirikan satu parta Islam tunggal
Masyumi. Hanya sgja, karena perbedaan sudut pandang dan

kepentingan politik pragmatis, partai itu pecah pada 1952.

“Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta:
LP3ES, 1996). Mahrus Irsyam, “Islam di Indonesia: Pengembangan
Organisasi dan Gerakan Pemikiran” Prisma No. 4, Tahun XIX (1990), 31-48.
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Meskipun demikian, pada dasarnya dapat disimpulkan
bahwa respons terhadap perpolitikan nasional sama-sama
didasari pada pemahaman akan doktrin keagamaan yang ada.
Memang, kaum tradisionalis mendirikan partai mereka sendiri,
Partai Nahdlatul Ulama. Di sini terlihat bahwa NU tidak hanya
memberi respons pada tataran pemikiran, melainkan juga dalam
langkah politis. Deliar Noer mendetailkan respons politik yang
mengemuka ke dalam klasifikas yang lebih rinci ketika
dihadapkan pada isu politik utama di era pasca kemerdekaan,
yakni nasionalisme. Sikap politik muslim Indonesia dibedakan
dalam kategori ‘nasionalis netral-agama’ dan ‘nasionalis
muslim’.

Dalam menghadap isu-isu seperti nasionalisme, negara, dan
pemerintah, kaum nasionalis netral agama menolak dasar 1slam
yang didukung oleh kaum nasionalis muslim. Cara memetakan
pemikiran ini diikuti oleh Endang Saifuddin Anshary ketika
menulis, Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Sgjarah Konsensus
Nasional Antara Nasonalis Islami dan Nasionalis Sekular
tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959. Dia
membagi sikap umat Islam terhadap isu-isu politik dan

kenegaraan tersebut menjadi tipologi “nasionalis Islami” dan
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“nasionalis sekular”.” Tipologi nasiondlis Islami dan nasionalis
sekular ini sampal sekarang masih banyak digunakan oleh para
peneliti 1slam dan masalah kenegaraan di Indonesia.

Tipologi lain digunakan oleh Allan Samson® sehubungan
dengan sikap politik santri terhadap politik Indonesia pada
umumnya, Allan Samson membuat tiga tipologi, yaitu
“fundamentalis”, kelompok muslim yang ingin menerapkan
doktrin Islam secara ketat dalam lingkup baik pribadi maupun
publik. Mereka seringkali menolak kerjasama dengan
kelompok-kelompok sekular. Contoh dari kelompok ini adalah
Isa Anshay dan E.Z. Muttagien dari Masyumi.
“Akomodasionis”, adalah kelompok yang berpandangan bahwa
politik harus terlepas dari pengawasan agama yang kaku dan
ketat, dan umat Islam harus mengakui adanya kepentingan-

kepentingan yang sah dari kelompok-kelompok sekular, dan

“Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan
Sgjarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis
Sekular tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959 (Bandung:
Pustaka Perpustakaan Salman I TB, 1981).

ZAllan Samson, “Islam and Politics in Indonesia” (Disertasi Ph.D.,
University of California, 1972); lihat juga artikelnya, khususnya “Religious
Belief and Political Action in Indonesian Islamic Modernism”, dalam
Palitical Participation in Modern Indonesia, disunting oleh R. William
Liddle dan Donad K. Emmerson (New Haven, CT: Yae University
Southeast Asia Studies, 1973); dan “Islam in Indonesian Politics”, Asian
Survey 8, no. 12 (Desember 1968), 1001-1017.
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bersedia bekerjasama dengan mereka. Kemudian kategori
“reformis”, merupakan kelompok muslim mengupayakan jalan
tengah antara kedua kelompok itu, dan bersedia bekerjasama
secarakritis dengan kelompok sekular.

Selanjutnya Muhammad Kamal Hassan, dalam Muslim
Intellectual Responses fo “New Order” Modernization in
Indonesia membuat klasifikasi sikap dan pemikiran Islam
menjadi “akomodasionis”, “reformis” dan idealis.®* Tipologi
yang dilakukan oleh Muhammad Kamal Hassan ini di samping
melanjutkan penggunaan tipologi yang dibuat oleh Allan
Samson “akomodasionis”, “reformis™di atas, juga memodifikasi
tipologi fundamentalis Allan Samson menjadi tipologi idealis.

Perkembangan selanjutnya studi  tentang pemetaan
pemikiran Isslam dalam merespons persoalan politik dan negara
di era Orde Baru dilakukan oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy
dalam Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran
Islam Indonesia Masa Orde Baru. Kedua peneliti ini mengkritik

berbagai tipologi pemikiran Islam di Indonesia sebagaimana

“Mohammad Kamal Hassan, Muslim Intellectual Responses to
“New Order” Modernization in Indonesia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka K ementerian Pelagjaran Malaysia, 1980).
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tersebut dalam karya-karya di atas, terutama kategori modernis-
tradisionalis karena sikap muslim terhadap dinamika dan
perubahan Indonesia masa Orde Baru sangat kompleks dan oleh
karenaitu tidak dapat lagi dilihat dari perspektif dikotomis.®
Fachry Ali dan Bahtiar Effendy mengklasifikasikan sikap
dan pemikiran Islam tersebut menjadi empat tipologi. Pertama,
“neomodernis”, yakni, kelompok muslim yang ingin
mencampur tradiss dan modernitas. Bagi kelompok ini,
modernitas bukanlah sesuatu yang harus ditolak, bukan juga
sebagal pengenyampingan nilai-nilai tradisonal. Neomodernis
adalah intelektual yang ingin mempertahankan yang baik dari
yang lama, dan mengambil yang terbaik dari yang baru. Kedua,
“sosial demokrat”, yakni, kelompok muslim yang memandang
Islam sebagai inspirasi bagi keadilan sosia dan ekonomi.
Ketiga, “internasionalis atau universalis Islam”, umat Islam
yang percaya Islam sebagai agama universal, dan karena itu,
Issam harus menjadi referensi dalam setiap aspek kehidupan

manusia. Keempat, “modernis”, yang serupa dengan modernis

“Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam:
Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru (Bandung: Mizan,
1986).
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Islam menurut tipologi lama. Model pengelompokkan ini juga
sudah tentu tidak memuaskan semua pihak, apalagi bertitik-
tolak dari redlitas perubahan dan perkembangan kehidupan
kenegaraan di Indonesia.

Greg Barton, dalam Gagasan Islam Liberal di Indonesia,?®
membuat tipologi pemikiran Islam empat tokoh Nurcholish
Madjid, Abdurrahman Wahid, Ahamd Wahib, dan Djohan
Effendy sebagai “pemikiran liberal”. Di samping empat tokoh
ini dikatakan liberal juga neo-modernis. Tipologi pemikiran
Islam liberal dan neo-modernis ini didasarkan pada sgarah
sosia, basis sosid dan kecenderungan pemikiran Islam yang
dikembangkan oleh empat tokoh ini.

Dalam buku Pemikiran dan Peradaban Islam?’ diuraikan
berbagai tipologi pemikiran Islam pasca Orde Baru di Indonesia,
yaitu tipologi “Islam eksklusif ™ yaitu pemikiran dan sikap baik
seorang pemikir muslim maupun organisas Islam yang
berpendirian bahwa Islam harus diterapkan secara formal dalam

segada aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek

®Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Jakarta:
Paramadina, Pustaka Antara, Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999).

#'Tim Penulis, Pemikiran dan Peradaban Islam (Y ogyakarta: Safiria
Insania Press bekerjasama dengan Pusat Studi Islam UlI, 2007).
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kehidupan rakyat dan negara. Tipologi “inklusif pluralis”
merupakan balk pemikiran individu maupun organisasi
komunitas musiim yang sangat mengharga redlitas
kemgemukan, terutama dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara dan dapat bekerjasama secara aktif dengan berbagai
kelompok baik seiman maupun tidak. Tipologi “Islam humanis”
adalah pemikiran individu atau komunitas masyarakat muslim
yang berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang sangat
menjunjung nilai-nilai kemanusiaan baik dalam kehidupan
sosid masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara
Perumusan berbagal tipologi ini semata mata didasarkan pada
tema pemikiran, ruang lingkup dan kecenderungan tokoh-tokoh
Islam di Indonesia.

Tipologi pemikiran Islam lainnya dilakukan oleh Robert
W. Hefner, dalam Civil Islam® membahas bagaimana Islam
berinteraks dengan negara dan bagaimana perilaku muslim
daam menghadapi isu-isu modern seperti demokrasi dan
masyarakat sipil. Hefner mengklasifikasi muslim Indonesia ke

dalam dua blok politik utama, yaitu “Islam sipil” adalah

Robert W. Hefner, Civil Isam: Muslims and Democratization in
Indonesia (Princeton N.J.: Princeton University Press, 2000).
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pemikiran Islam yang mendukung gerakan masyarakat sipil di
Indonesia dan “Islam rezim” merupakan pemikiran Islam yang
mendukung rezim yang sedang berkuasa.

Peter G Riddel membagi menjadi empat tipologi Islam
Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru; yaitu “modernis™ yaitu
pemikiran Islam Muhammadiyah, “tradisionalis” adalah
pemikiran Islam NU,” neomodernis” adalah gerakan intel ektual
dan kritiknya terhadap doktrin Islam yang mapan. la berasal dari
berbagai kelompok, termasuk kalangan tradisional maupun dari
kalangan modernis. Mereka biasanya tergabung dalam berbagai
NGO dan institusi-institusi riset, perguruan tinggi Islam dan
pemimpin Islam tradisional tertentu. Mereka juga melakukan
pencarian tafsir baru terhadap berbagai doktrin Islam
berlandaskan pada realitas masyarakat dan penggunaan filsafat
dan metode-metode baru seperti hermeneutika, dan “Islamis”
yaitu Gerakan yang disebut terakhir ini tidak hanya mengusung
Arabisme dan konservatisme, tetapi juga di daam dirinya

terdapat paradigma ideologi Islam Arab. Tidak heran kalau
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Jihad dan penerapan Syari’ah Islam menjadi karakter utama dari
kelompok ini.*

Di samping itu terdapat pula peneliti yang memposisikan
respons Islam terhadap perubahan tersebut menjadi “Islam
kultural” pemikiran dan gerakan Islam yang memperjuangkan
Islam dengan pendekatan kultural dan “Islam struktural”*
pemikiran dan gerakan Islam yang memperjuangkan Islam
dengan pendekatan politik dan negara.

Syarifuddin Jurdi dalam bukunya Pemikiran Politik 1slam
di Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani
dan Demokras membuat kategori pemikiran dalam merespons
perubahan kehidupan politik dan negara di Indonesia era

reformasi menjadi “Islam substantif”, “Islam simbolik™, “Islam

PPpeter G. Riddel, “The Diverse Voices of Political Islam in Post-
Suharto Indonesia”, ISamand Christian-Muslim Relations, Vol. 13, No. 1,
(2002), 65-83. Uraian tipologi Riddel ini secaraumum sepaham dari definisi
masing-masing kategori dengan mengabaikan satu kategori dari Woodward,
yaitu indigenized Islam. Bagi Riddel, masing-masing memiliki ciri khasnya
sendiri dalam menanggapi berbagai isu krusial di tahun-tahun periode
pertama pasca Pemilu pertama runtuhnya Orde Baru, yaitu tahun 1999. Isu-
isu tersebut antara lain, kembali ke Piagam Jakarta, krisis Maluku, membuka
hubungan dagang dengan Israel, negara Indonesia federal, tempat kaum
minoritas dalam sistem negara Indonesia, preisden perempuan, dan parta
politik yang baru dibuka kran-nya setelah Orde Baru runtuh, baca juga dan
Ahmad Suaedy, Perspektif, 98-99.

30Masykuri Abdillah, “Islam Politik dan Islam Struktural”, dalam
Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed.), Mengapa Partai Islam Kalah?
Perjalanan Politik Iam dari Pra-pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden
(Jakarta: Alvabet. 1999), 13-17.
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liberal”, “Islam literal”, “Islam konservatif” dan “Islam
reformis”." Tipologi-tipologi ini tidak jauh berbeda dengan
deskripsi tipologi pemikiran Islam pada umumnya.

Zuly Qodir dalam Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana
dan Aksi Islam Indonesia®® mengemukakan tipologi pemikiran
Isam dalam merespons perubahan dan keterbukaan sistem
kenegaraan di Indonesia era reformasi menjadi “akomodatif-
realistik”, “skripturalis-formalistik”, dan “substansialis-lslam
etik”. Pembagian pemikiran Islam menjadi tiga tipologi ini
didasarkan pada tiga persodan yang dihadapi umat Islam di
Indonesia era reformasi, yaitu problem teologis, problem
kultural, dan problem struktural atau negara.

Tipologi pemikiran akomodatif-realistik adalah pemikiran
Islam yang mendukung berbagal kebijakan negara. Pemikiran
skriptural-formalistik  merupakan pemikiran Islam yang
menebarkan konfrontasi dengan negara terutama, dalam hal
ideologi dan pembuatan kebijakan birokrasinya. Sedangkan

pemikiran Islam substansialis-etik adalah pemikiran Islam yang

#syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam di Indonesia Pertautan
Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi ( Y ogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), 381.

¥7uly Qodir, Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi
Islam Indonesia (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
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dalam kehidupan masyarakat dan negara lebih mementingkan
aspek visi etis Islam daripada |slam formalistik-literalistik.

Zuly Qodir dalam buku Sosiologi Politik Islam Kontestas
Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia.*® Fokus pembahasan
buku ini adalah tentang fenomena pemikiran Islam dari tahun
1999 sampai 2009 dalam konteks sosial politik di Indonesia.
Hasil pembahasan buku ini menemukan tipologi “politizing
Islam”, “neo-tradisionalism Islam”, “progresif muslim”dan
“sufism Islam”.

Studi yang dilakukan oleh Haedar Nashir dalam buku
Gerakan Islam Syari’at Reproduksi Salafiyah Ideologis di
Indonesia.® Hasil studi yang dilakukan oleh Haidar Nashir ini
menemukan tipologi “Islam salaf” sebagai Islam yang
melakukan reproduksi ideologi Negara Islam Indonesia
Tipologi Islam salafi ini juga disebut sebagai “Islam militan”,
“Islam fundamentalis™ atau “Islam radikalis”.

Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF membuat tiga

tipologi pemikiran Islam yang paling menonjol di Indonesia

#7uly Qodir, Sosiologi Politik Isam Kontestasi Islam  Politik dan
Demokrasi di Indonesia (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjara, 2012).

#¥Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat Reproduks Salafiyah
Ideologis di Indonesia (Jakarta: PSAP, 2007).
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pasca kejatuhan rezim Orde Baru, yaitu gerakan “pro syari’at”,
gerakan “Islam moderat”, dan gerakan “Islam dakwah sufistik™.
Gerakan pro syari’at adalah gerakan Islam politik yang
memperjuangkan penegakan syari’at Islam (secara formal)
dalam kehidupan bernegara. Gerakan ini direpresentasikan oleh
antara lain Majelis Mujahidin Indonesia (MM1), Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Sementara
gerakan Islam moderat merupakan gerakan Islam dalam
meredlisasikan Islam di Indonesia yang memperhatikan dan
mempertimbangkan realitas negara Indonesia dalam berbagai
sisinya. Gerakan mainstream ini diwakili oleh Muhammadiyah
dan NU. Sedangkan gerakan dakwah sufistik adalah gerakan
seperti yang dilakukan oleh Arifin Ilham, Aa Gym, dan Ustaz H.
Haryono.®

Selanjutnya ada pula penditi yang mengklasifikas
pemikiran Islam daam merespons perubahan politik dan
pemerintahan pasca Orde Baru menjadi empat tipologi, yaitu

tipologi “konvensional” adalah aliran Islam mainstream di

*K omaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, “Tipologi Gerakan
Islam Kontemporer di Indonesia”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad
Gaus AF (ed.)., Isam, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran
Islam Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 2005), 488-490.
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Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan Syarikat
Islam. Tipologi “radikal atau militan” yaitu pemikiran Islam
Indonesia yang memang menolak segala bentuk pemikiran dan
praktek keisaman yang dianggap sudah melenceng dari
Alquran dan Hadis, balk dalam bidang politik maupun dalam
bidang ekonomi. Termasuk dalam tipologi ini adalah FPI, MMI,
HTI. Tipologi “moderat” merupakan pemikiran Islam Indonesia
yang dapat menerima pelbagai macam corak pemikiran Islam,
dan tidak ada agenda mendirikan negara Ilam. Tipologi
“liberal” yaitu pemikiran yang bertitik-tolak dari keberanian
melakukan kritik atas tradiss keisaman yang sudah ada,
termasuk pemikiran dalam bidang politik dan negara yang
dipahami secara kontekstual, progresif dan emansipatoris.®

Ada juga studi yang berhasil mengelompokkan respons
pemikiran Islam di Indonesia era reformasi berkaitan dengan
perubahan relasi rakyat dan negara menjadi tiga tipologi, yaitu
“substansialisme” adalah pemahaman Islam yang lebih

mementingkan is atau substans ketimbang simbol-simbol

%Zuly Qodir, Islam Liberal Paradigma Baru Wacana dan Aksi
Islam Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2003), 29-33; Zuly Qodir,
Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 101-105.
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eksplisit Islam dalam kehidupan negara.  Tipologi
“legalisme/formalisme” pemahaman Islam yang lebih
menekankan pada sifat eksklusif dalam bidang politik dan
kehidupan negara yang dapat berujung pada skap
fundamentalistik. Tipologi “spiritualisme” suatu pemahaman
Isam yang lebih menekankan pada pengembangan sikap
batiniah yang dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat dan
negara.’

Lebih  lanjut ditemukan pula penelitian yang
mengklasifikasikan pemikiran Islam daam merespons
perubahan kehidupan negara dan politik di Indonesia era
reformasi, khususnya perubahan relas rakyat dan negara
menjadi dua tipologi, yaitu tipologi “Islam garis keras” baik
individu maupun organisasi Ilam yang menghendaki Islam,
terutama syari’at Islam diterapkan secara formal dalam seluruh
aspek kehidupan baik individu, masyarakat maupun negara.
Tipologi “Islam moderat” adalah individu dan ormas yang

bervisi dapat menerima pandangan keislaman yang berbeda-

$'Bahrul Hayat, Mengelola Kemajemukan Umat Beragama (Jakarta:
Saadah Cipta Mandiri, 2010), 159-160.
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beda dan dapat menerima sistem kehidupan negara yang sudah
ada tanpa harus dilabeli dengan Islam secara formal.*®

Seperti  diuraikan oleh William E. Shepard, bahwa
penyusunan tipologi, oleh para peneliti merupakan upaya
memahami fenomena baik berkaitan dengan agama, ekonomi,
atau politik. Akan tetapi tipologi-tipologi tersebut seringkali
menjadi begitu rumit sehingga tidak dapat diterima dengan
mudah, walaupun tipologi juga kadang-kadang tidak dapat
dihindari.*

Bertitik-tolak dari berbagai varian, kategori atau tipologi
pemikiran Islam yang merupakan hasil atau temuan studi-studi
sebagaimana dikemukakan di atas jelas menunjukkan bahwa
studi tentang respons pemikiran Islam terhadap perubahan sosio-
politik di Indonesia, telah menghasilkan tipologi-tipologi
pemikiran Islam yang begitu beragam. Sudah tentu berbagai
tipologi tersebut dalam konteks tertentu dapat membantu dalam
memahami dinamika pemikiran Islam dalam merespons

perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia erareformasi.

®Abdurrahman Wahid (editor), Ilus Negara Islam Ekspansi
Gerakan Idam Transnasional di Indonesia (Jakarta: The Wahid Institute,
Gerakan Bhinneka Tunggal lka dan Maarif Institute, 2009), 45-46.

*®William E. Shepard, “Islam and Ideology: Towards a Typology”,
International Journal of Middle East Studies 19, No. 3 (Agustus, 1987), 307.



31

Berbagai tipologi yang merupakan hasil berbaga studi
tersebut di atas memunculkan segjumlah persoalan, yaitu di
samping antara satu peneliti dengan peneliti lainnya dalam
memetakan tipologi-tipologi pemikiran tersebut terjadi tumpang
tindih, juga berbagai tipologi tersebut yang merupakan upaya
memahami pemikiran Islam terkait dengan perubahan negara
dan masyarakat di era reformasi memiliki keterbatasan dan
kelemahan dalam menjelaskan fakta pemikiran Islam yang
sebenarnya. Oleh karena itu, studi pemikiran Isam dengan
semata-mata mendasarkan pada tipologi-tipologi tersebut sulit
dipertahankan dan dipergunakan sebagai upaya untuk
menjelaskan dinamika pemikiran Islam terkait dengan
perubahan relasi rakyat dan negara secara komprehensif.

Pembacaan sikap dan respons pemikiran Islam terkait
dengan perubahan relas rakyat dan negara di Indonesia era
reformasi dengan mempergunakan berbagai tipologi tersebut di
atlas hanya dapat menjelaskan apa yang tampak semata
(kecenderungan) dari gagasan atau hasil gagasan, dan tidak
dapat mengungkap kepentingan dan kondisi-kondisi sosia baik
bersifat internal  maupun eksternal umat Islamn yang

mempengaruhi dan menghasilkan sebuah pemikiran Islam.
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Dengan begitu, studi pemikiran Islam terkait dengan perubahan
relas rakyat dan negara di Indonesia era reformas dengan
hanya mendasarkan pada tipologi-tipologi tersebut tidak dapat
mengungkap ada apa di balik gagasan, atau tidak dapat melacak
faktor-faktor yang membentuk sebuah pemikiran Islam.
Selanjutnya berbagai tipologi yang dibuat para pendliti
tersebut di atas terlalu terfokus pada aspek mikro dari sebuah
pemikiran Islam, yaitu berkonsentrasi yang lebih menekankan
aspek internal-kultural-teologis dan politis umat Islam di
Indonesia. Dengan demikian, studi pemikiran Islam tersebut
tidak dapat menjelaskan kompleksitas dan realitas permasal ahan
yang sebenarnya yang dihadapi oleh para pemikir Islam baik
tokoh maupun ormas Islam Indonesia di era reformasi sebagai
sebuah konteks baru yang mereka hadapi. Sedangkan di sisi lain
tidak dapat pula dipungkiri bahwa studi-studi pemikiran Islam di
atas dengan mempergunakan model tipologi-tipologi di atas
kurang mengakomodasi dan bahkan mengabaikan eksistensi
masyarakat muslim dalam suatu negara heterogin dan plural
seperti Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari interaksi
kelompok masyarakat muslim tersebut dengan dunia luar
sebagal konteks makro dari pemikiran Islam. Konteks makro

merupakan dunia luar terkait dengan kondisi yang datang dari
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luar komunitas dan mempengaruhi persepsi dan sikap komunitas
muslim tersebut dalam sikap dan tindakannya. Beberapa faktor
eksogen (eksternad/luar) yang mempengaruhi tumbuhnya
pemikiran dan gerakan Islam tersebut antara lain adalah isu
global, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosia politik
baik dalam level lokal, nasional maupun global.

Daam kaitan ini sudah tentu arus globalisasi yang melanda
semua negara, termasuk Indonesia, dalam berbagai bidang telah
mengakibatkan terjadinya perubahan sangat cepat pada
kehidupan manusia. Globalisasi yang lahir sebaga proses dari
peradaban manusia yang diharapkan semakin membawa
manusia kepada kehidupan yang lebih baik dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai HAM dan demoktrasi, justru telah menciptakan
berbaga masadah bagi bangsa dan kelompok masyarakat
tertentu.

Tgamnya persangan antara kelompok negara dan
masyarakat yang kuat dengan kelompok negara dan masyarakat
yang lemah dari berbagai segi telah melahirkan hegemoni global
yang mengakibatkan lahirnya perasaan tidak adil dari negara
dan masyarakat yang lemah. Persaingan ini telah mendorong
pihak yang lemah untuk mempertahankan diri. Namun dengan

hegemoni politik dan ekonomi global yang semakin keras dan
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upaya untuk memperoleh keadilan bagi kelompok yang lemah
semakin sulit dan jauh dari kenyataan.

K etimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik antar
kelompok masyarakat beragama juga merupakan faktor yang
mempengaruhi  pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia
Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik baik
yang terjadi secara horizontal maupun vertikal antara kelompok
masyarakat beragama dapat menjadi penyebab dan faktor
penting yang mempengaruhi dinamika pemikiran dan gerakan
Islam di Indonesia.

Berpangkal tolak dari penjelasan di atas dan untuk
mengembangkan studi  pemikiran Islam daam konteks
perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi,
studi yang dilakukan ini, di samping mempertimbangkan cara
pandang internal-kultural-teologis dan politis sebagaimana
tersebut di atas, perlu pula dipergunakan cara pandang historical
sociology approach dan political economy approach.

Untuk memahami dinamika dan respons pemikiran Islam
terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era
reformas di samping mempergunakan cara pandang mikro di
atas perlu pula dikaitkan dengan lingkungan sosiad dan

penyebabnya sebagal konteks makro. Dengan demikian, studi
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pemikiran Islam di Indonesia pasca Orde Baru, terutama studi
respons pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan
negara di Indonesia era reformas di samping didasarkan pada
pemahaman para pemikir baik tokoh maupun ormas Islam, perlu
pula dipertautkan dengan konteks mikro (kompleksitas
persoalan dalam lingkungan sosia dan internal) yang dihadapi
oleh para tokoh dan ormas Islam maupun konteks makro
(globalisasi atau liberalisasi ekonomi global).

Berbagah pembacaan terhadap pemikiran Islam di
Indonesia, khususnya penggunaan tipologi sebagaimana tersebut
di atas secara dominan menggunakan dua pendekatan, yaitu,
pertama, cultural approach. Pendekatan ini menekankan pada
tradiss yang melekat dalam diri Islamn Indonesia Daam
prosesnya, pendekatan ini melihat dan lebih menekankan pada
bagaimana interpretas  individu atau tafsir organisasi
masyarakat |slam terhadap ayat-ayat suci dan dampaknya dalam
mempengaruhi  perilaku politik. Bahkan dapat dikatakan,
pendekatan ini paling dominan dipaka dalam mempelgari I1slam

di Indonesia® Kedua, security approach. Pendekatan ini

yedi R. Hadiz, “Ketidakadilan Sosial, Akar Radikalisme”, dalam
Komunitas Vol.lll No.8-(Agustus 2011), 4-5.
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banyak dilakukan oleh para peneliti yang kurang penguasaannya
terhadap ajaran 1slam™.

Pemahaman terhadap  pemikiran Islam  dengan
mempergunakan dua pendekatan di atas, menyebabkan
munculnya indikator yang tidak jelas mengenai pemikiran
Isam. Dadam kaitan ini dapat dikemukakan bahwa baik
pendekatan pertama maupun pendekatan kedua telah melahirkan
perspektif good and bad moslem, atau di Indonesialebih dikena
dengan istilah Islam moderat dan Islam radikal.** Implikasi dari
kedua pendekatan ini adalah telah terjadi simplifikasi dan
redukss  permasalahan  pemikiran Islam, pada ha
permasalahannya begitu kompleks.*® Oleh karena itu, untuk
memahami dinamika pemikiran Islam pasca runtuhnya Orde
Baru tersebut, perlu diletakkan dalam konteks kompleksitas
permasalahan yang dihadapinya, baik dalam konteks lokal,
nasional maupun dalam konteks global.

Berpangka tolak dari penjelasan di atas, studi tentang
pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia pasca runtuhnya

pemerintahan Orde Baru, tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-

“Ijohn Obert Voll, Isam: Continuity and Change in the Modern
World (Boulder Colorado: Westview Press,1982), 2-4.

%2 Hadiz, “Ketidakadilan”, 4-5.

“Abdullah bin Syaikh Mahfuz bin Bayah, al-Irhab at-Tasykhis wa
al-Hulul (Riyad: Maktabah a-lbyikan, 2007), 39-42.
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kekuatan politik yang sedang berlangsung sekarang ini dan

momentum-momentum yang sedang berlangsung, baik dalam

skala lokal, nasional maupun isu-isu global tersebut. Pemikiran

Islam Indonesia era reformasi berada di tengah momentum-

momentum ini, termasuk tentang upaya untuk mencari

pemikiran alternatif tentang relasi negara dan rakyat. Atas dasar
itu urgen dilakukan studi terhadap pemikiran Islam dan
perubahan relas rakyat dan negara di Indonesia di era
reformasi.

Bertitik tolak dari berbagai telaah pustaka tersebut di atas
dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Studi-studi di atas menunjukkan bahwa studi pemikiran
Islam yang dilakukan oleh para pendliti dalam bidang sosial
politik, negara dan pemerintahan di Indonesia cenderung
mengabaikan peran dan pengaruh Islam sebaga agama
yang diyakini umat Islam. Sedangkan di sisi lain studi
pemikiran Islam dalam bidang sosia keagamaan cenderung
memposisikan pemikiran Islam terisolas dari dinamika
dan konteks sosia politik baik dalam level lokal, nasional
maupun isu-isu politik global.

2. Berbaga studi pemikiran Islam tersebut baik dalam

menggambarkan dinamika pemikiran keagamaan maupun
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daam merespons perubahan politik di Indonesia yang
paling menonjol adalah adanya pembuatan tipologi.
Pengkategorian-pengkategorian pemikiran Islam ini sudah
tentu didasarkan pada cara pembacaan terhadap
kecenderungan dan orientasi pemikiran Islam yang diteliti
dalam penggal waktu tertentu. Akan tetapi studi seperti ini
sekalipun dapat membantu memahami dan memetakan
dinamika pemikiran Islam tetapi seringkali terlepas dari
konteksnya.

1. Studi-studi tersebut di atas berdampak pada tidak dapat
menggambarkan dinamika pemikiran Islam di Indonesia
secara komprehensif dan holistik terutama dalam memotret
dinamika pemikiran Islam dan kompleksitas di Indonesia
di erareformas.

Studi ini mengambil posisi bahwa studi pemikiran Islam di
Indonesia dengan fokus perubahan polarelasi rakyat dan negara
era reformasi  bertitik-tolak dari kerangka berpikir bahwa
dinamika pemikiran Islam tidak dapat dilepaskan dari apa
produk pemikiran yang dihasilkan para pemikir Islam bak
tokoh maupun organisasi masyarakat I1slam, bagaimana cara
para pemikir Idam dalam memahami Islam dan konteks dan

kompleksitas persoal an apa yang dihadapi oleh umat I1slam.
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F. Kerangka Teori
1. Memetakan Respons Kontekstual dalam Aktualisas
Ajaran Islam

Upaya menemukan spesifikasi respons Islam terhadap
perubahan hubungan rakyat dan negara pada tataran pemikiran
dalam studi ini, harus diakui, tidak mudah. Ajaran agama,
diaktualisasikan menjadi praktek-praktek yang reguler setelah
terkodifikass melalui kerangka penafsiran atau pemaknaan
tertentu. Respons tersebut diartikulasikan secara khas sesuai
dengan kerangka penafsiran yang diadopsi. Sungguhpun
demikian, aktualisasi garan Islam lebih mudah ditemukenali
bentuknya dalam tindakan, namun tidak mudah ditemukenali
dalam bentuk pemikiran. Oleh karena itu, dalam kajian ini
diasumsikan bahwa respons umat Islam terhadap perubahan pola
relas negararakyat terpola secara berbeda, sesuai dengan
kerangka kodifikasi ataupun pemaknaan gjaran Islam.

Untuk mendalami hal itu, kajian ini perlu alat bantu dalam
melacak tapak pemikiran yang bergulir, sangatlah diperlukan.
Alat bantu yang dipakai disini adalah three dimensional analysis
sebagaimana dipakai oleh Kuntowijoyo dan juga Abdul Majid

Umar an-Ngjjar dadlam memahami redlitas keagamaan, bahwa
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realitas keagamaan ini senantiasa melibatkan internalisasi (figh
al-fahmi dan fahm al-wagqi’), obyektifikas (figh al-siyagat), dan
eksternalisasi (figh al-tanzl). Respons umat Islam, baik yang
diartikulasikan oleh para tokoh maupun organisasi-organisasi di
daamnya, terjadi dalam interaksi antara ketiga dimens
tersebut.!

Daam rangka memetakan kekhasan respons, studi ini
pertama, melakukan pemetaan kerangka pemikiran Islam dan
varias cara mengartikulasikan garan. Kedua, mendalami
perubahan kontekstual yang berlangsung, yakni perubahan pola
relals negara-rakyat. Ketiga, mengidentifikasi respons-respons
yang dilakukan dengan menemukenali artikulasi dan manifestasi

respons terhadap konteks kehidupan umat Islam.

2. Pemetaan Bingkai Pemikiran Islam
Berdasarkan premis di atas, dapat diketahui bahwa

maraknya suatu corak pemikiran tidaklah berdiri terpisah dari

“Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid (Bandung: Mizan, 2001),
139-140 dan 337. Kuntowijoyo, Identitas, 82-83 dan 90. Abdul Majid Umar
an-Ngjjar, Figh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan ( Tunisia= Az-Zaitunah,
1995). Konsep internalisasi dalam buku Abdul Magjid ini dijelaskan sebagai
figh al-fahmi dan fahm al-waqi’, sedangkan konsep obyektifikas
dikemukakan sebagai figh as-siyagah, dan eksternalisasi diungkapkan
sebagai figh al-tanzil.
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pergulatan ideologis dan teologis yang bergulir. Dalam kaitan
ini peneliti  mengasumsikan bahwa, doktrin-doktrin kitab suci
atau gjaran agama diinterpretasikan dengan cara tertentu. Yang
penting untuk dicamkan di sini adalah, interpretasi ini adalah
sebentuk proses internalisas redlita, dan betapapun berbeda
interpretasi satu orang dengan orang lain, interpretasi didasari
garan agama. Implikasinya, tidak ada skema interpretasi
tunggal. Karena ada kerangka interpretasi yang berbeda-beda
dari berbaga komunitas Islam di Indonesia, maka respons yang
berlangsung juga berbeda-beda. Yang jelas, interpretasi yang
setara dapat menyediakan legitimas bagi tindakan-tindakan
kolektif yang diambil. Di sini, gjaran agama berfungsi sebagai
sumber daya pembingkaian (framing resource) untuk mengelola
situas yang dihadapi; khususnya menjalin relasi negara-rakyat.
Pada saat yang sama perlu juga diingat bahwa, pemikiran
itu adalah eksternalisas dari berbagai hal yang telah
terinternalisasikan sebelumnya. Pemikiran-pemikiran itu bisa
menguat dan mengedepan karena sebelumnya telah dikonfirmasi
melalui  obyektivikasi  pikiran-pikiran sebelumnya. Agar
kompleksitas pemikiran yang hendak dikaji masih dalam batas

jangkauan, kajian ini secara khusus memahami menelaah
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gagasan sgjumlah tokoh dan sgjumlah ormas Islam di Indonesia.
Di satu sisi diketahui bahwa pemikiran tokoh atau suatu ormas
dapat dilihat dari sikap, tanggapan, ucapan, tulisan, dan
perilakunya. Di sisi lain dipahami juga bahwa dalam berpikir,
pemikir baik tokoh maupun ormas Islam dipengaruhi oleh
kondisi interna maupun eksternal. Telaah terhadap nilai-nilai
yang berasal dari pemikir tersebut, seperti agama, keyakinan
yang dianutnya, ideologi, disposisi  kepribadiannya,
menunjukkan subjektivitasnya, di samping juga memahami
respons-respons pihak lain terhadap pemikirannya. Sedangkan
kondisi eksternal berupa lingkungan domestiknya dan
internasional dalam bidang sosia, ekonomi, budaya, politik,
hukum, dan lain sebagainya juga ikut memicu pemikiran itu
sendiri.®

Jelasnya, dalam studi ini pemahaman garan Islam
didudukkan sebagai kombinas kalau bukan interaksi, antara
proses subyektifikass dan proses obyektifikasi. Hal ini
berlangsung dari waktu ke waktu, sepanjang perjalanan sgjarah.
Oleh karenanya, studi tentang pemikiran Islam berjalan

beriringan dengan perjalanan sgarah Islam dan konteks

“voll, Idam, 2-4.
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kelangsungan pemikiran yang bersangkutan. Bagi kalangan
muslim yang serius dengan keislamannya, pola pikir ini tentu
sga diwarna, kalau tidak didasari oleh pemikiran atau
pemahamannya tentang Islam, dan hubungan Islam dengan
negara. Atas dasar pemahaman itulah mereka ambil bagian
dalam menempa ulang relasi negara-rakyat, khususnya dalam
mengembangkan pemerintahan demokratis.

Dalam studi ini, pemikiran tentang hubungan rakyat dan
negara, diasumsikan sebagai konsekuensi dari pemahaman atau
interpretasi khas tentang gjaran Isslam. Asumsi ini didasarkan
pada pemahaman para tokoh Islam seperti Nurcholish Madjid,
Abdurrahman Wahid dan pemahaman ormas Islam seperti
Muhmmadiyah, Nahdlatul Ulama, Front Pembela Islam, Mgjelis
Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia akan garan
Isam sendiri meliputi proses subjektifikasi, yaitu proses
pergulatan seseorang atau ormas muslim sampai pada pemikiran
yang diyakininya. Di samping itu, berlangsung juga proses
objektifikasi, yaitu proses pergumulan ide-ide yang diyakini

dengan praktek sehari-hari dalam lingkungan sekitarnya. *

“®Crane Brinton dalam F. Iswara, Pengantar |Imu Politik (Bandung:
Binacipta,1980). Lihat Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung:
Mizan, 1997), 82-83 dan 90.
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Berbagai ide dan praktek yang dihadapi juga terinternalisasi
dalam diri para pemikir Islam, baik individu maupun organisasi
terhadap garan Islam. Oleh karena itu, studi ini tidak bermaksud
untuk memperlakukan Islam sebagai sesuatu yang given.
Meskipun tafsirnya berbeda-beda, namun muslim terus menerus
terlibat dalam internaisasi. Berangkat dari kelemahan berbagai
studi tentang pemetaan pemikiran Islam yang bersifat kategoris
atau tipologis yang telah dilakukan oleh para pendliti
sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam telaah pustaka,
kajian ini meyakini bahwa pemikiran Islam yang berkembang,
khususnya pemikiran Islam dalam merespons perubahan relasi
rakyat dan negara di Indonesia era reformasi, tidak dapat
dilepaskan dari konteks. Oleh karena itu, pemikiran yang
berkembang, apapun isi atau substansinya, harus dikaitkan
dengan proses obyektifikasi.

Pikiran yang berkembang adalah yang relevan dengan
konteks, dan oleh karenanya pemikiran yang ada harus dipahami
secara bersamaan dengan konteksnya. Perubahan relasi antara

rakyat—-negara yang berlangsung dalam sgarah Indonesia
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kontemporer merupakan konteks utama kajian ini. Spesifikasi
pemikiran yang berkembang niscaya berkesesuaian dengan
problematika yang berkembang, dan oleh karenanya telaah
pemikiran dalam studi ini juga dikaitkan dengan obyektifikasi,
yang memperlihatkan aktualitas pemikiran yang bergelora
Sedangkan tahap selanjutnya vyaitu eksternalisasi adalah
implementasi dari nilai-nilai yang telah terinternalisasi ke dalam

konteks yang ada.

2. Konteks Perubahan
1. Perubahan Pola Relasi Rakyat dan Negara

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa garan Islam
diaktualisasikan sambil merespons perubahan  konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini diwacanakan
dalam masyarakat sebagai ‘reformasi’, namun kalau didalami
pada dasarnya adalah pemberlakukan skema demokrasi liberal.
Dengan kata lain, selain berlangsung internalisasi, obyektifikas
dan subyektifikasi gjaran agama Islam, juga berlangsung proses
yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keseluruhan uraian dan pembahasan tentang polarelasi rakyat —
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negara dalam disertasi ini didasarkan pada kerangka berpikir
sebagai berikut.*’

Adapun perubahan pola relas rakyat dan negara di
Indonesia era reformasi dapat dipahami dalam tabel di bawah

ini:

“’Dalam pembahasan relasi rakyat dan negara dalam disertas ini
perlu dijelaskan dan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah negara
(state) dan pemerintah (government) mempunyai makna yang sama-sama
mengacu kepada pranata atau kelembagaan politik. Oleh karena itu,
penggunaan negara di dalam penelitian ini lebih sering digunakan ketimbang
istilah pemerintah. Hal ini lebih disebabkan tingkat abstraksi makna negara
yang lebih luas. Meskipun demikian, penggunaan istilah negara dalam
konteks tertentu sesungguhnya juga merefleksikan istilah pemerintah.
Dengan demikian, makna negara sama dengan arti luas pemerintah yang
meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu eksekutif, legidatif
dan yudikatif. Bahkan pemerintah dalam arti luas ini diartikan sebagai
pelaksana tugas sel uruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas
yang diserahi wewenang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan rakyat
adalah sama dengan warga negara merupakan pihak yang mendirikan negara.
Pada dasarnya negara merupakan lembaga yang berhadapan atau berelasi erat
dengan para warga negara atau rakyat yang mendirikan dan merupakan
sumber legitimasi negara. Karena itu negara perlu dikontrol dan batas
wewenangnya ditetapkan. Lihat M. Arskal Salim GP. Etika Intervens
Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah (Jakarta: Logos,1999), 1.
Alwi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 23. Ni’matul Huda, IImu Negara (
Jakarta: Rgjawali Pers, 2014), 11.
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Tabel 1. Pola Relasi Rakyat—Negara Era Orde Baru dan Era

Refor masi
No. Aspek EraOrdeBaru EraReformasi
1 | Poladasar Berpusat pada Berpusat pada
negara rakyat
Negara kuat, Rakyat kuat dan
dominan, superior, | negarakuat
Posisi relatif | powerful dan sehingga terjadi
2. | (polarelasi) | rakyat lemah, keseimbangan
marjinal, inferior hubungan antara
dan powerless keduanya
Trilogi
Tugas pembangunan: Mewujudkan
3 pokok pertumbuhan kemakmuran dan
" | negara ekonomi, stabilitas | kesgahteraan rakyat
politik, pemerataan
Cara Represif, opresif, Negara harus
4. | mewujudkan | hegemonik, merespons dan
tujuan autoritarian/totaliter, | mengakomodir
publik dominasi/intervens | aspirasi yang
disuarakan rakyat
berdasarkan rule of
law,
mempertimbangkan
ham, dan dengan
cara demokrasi
5. | Urgens Terbatasnya akses- | Rakyat dapat dan
partisipas akses bagi rakyat bebas berpartisipasi
untuk berpartisipasi | melakukan
dalam kehidupan artikulasi, agregasi
negara aspiras dalam
kehidupan bangsa
dan negara

berdasarkan prinsip
rule of game, cara
demokratis dan
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No. Aspek EraOrdeBaru EraReformasi
menjunjung tinggi
HAM
Jangkauan Seperti Guritayaitu | Negara harus
6. |tugasdan manusiaindonesia | menunaikan fungsi
kekuasaan seutuhnya yang rasionalnya dan
negara mencakup ideologi, | sekaligus
budaya, agama, menjalaankan
ekonomi, politik, pertanggungjawaban
birokrasi, hukum, etisnya dalam
dan militer segala aspek
kehidupan
rakyatnya yang
didasarkan pada
paradigma negara
rasiona
Rakyat, Negara bertindak Negara harus
7. | negaradan | fasilitator, regulator | bertindak baik
pasar global | dan mediator yang | sebagai fasilitator,
pro pasar global regulator dan
mediator yang
membela
kepentingan rakyat

Daam rangka berdemokrasi, rakyat Indonesia seharusnya

diposisikan sebagai warga atau rakyat yang sebenarnya. Posis

ini berbeda dengan posisi kawula atau wong cilik. Posisi sebagai

kawula menunjukkan bahwa rakyat tidak mempunyai peran dan

hak dalam kehidupan negara. Karena itu, negara mendominasi
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kehidupan rakyat.”® Realitas ini seperti tergambar dalam relasi
rakyat dan negara pada masa sebelum kemerdekaan. Sedangkan
posis sebaga wong cilik menjelaskan bahwa rakyat
mempunyal hak dan peran dalam kehidupan negara walaupun
sangat terbatas.

Kedudukan sebaga wong cilik ini, dengan demikian, negara
mengakui posisi, adanya hak dan peran rakyat dalam kehidupan
negara sekalipun masih terbatas. Oleh karena itu, posisi negara
tetap lebih dominan.*® Redlitas ini dapat dipahami dari
kenyataan relasi rakyat dan negara di Indonesia, terutama di era
Orde Baru. Selanjutnya posisi rakyat sebaga warga. Dalam
kaitan ini, negara secara penuh memposiskan rakyat
mempunyai hak dan peran dalam pengertian modern terkait
dengan relasi rakyat dan negara. Posisi sebagal warga negara ini
berimplikasi pada bentuk (pola) relasi rakyat dan negara™
Relasi rakyat dan negara seperti inilah yang disuarakan di
Indonesia erareformasi.

Relas rakyat dan negara yang dicita-citakan di Indonesia

era reformas ialah, pertama, kesediaan negara yang

“8K untowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi (Bandung:
Mizan, 2008), 363.

“Ibid., 370.

*Ibid., him. 375.



50

dipresentasikan oleh €lite politik dan pemerintah untuk
memposisikan rakyat bukan sekadar sebagai objek. Kedua,
meletakkan negara dan elite penguasa sebagai pelayan rakyat.*
Ketiga, rakyat merdeka terhadap setiap bentuk intervensi negara
yang menguasai seluruh wacana publik dalam wujud konstitusi
dan hegemoni €lite penguasa yang cenderung diperlakukan
sebagal kelas yang selalu benar di bawah perlindungan negara
yang cenderung disakralkan. Kondisi ideal relasi rakyat terhadap
negara justru merupakan bentuk kehidupan sosia yang rakyatlah
yang menjadi pemeran utama dengan negara dan hukum, serta
elite di daamnya benar-benar berfungsi sebaga pelayan
rakyat.”®> Dalam kaitan inilah dapat dikatakan bahwa jika posis
negara sebagal pelayan rakyat berjalan secara baik berarti akan
terwujud pula tujuan bernegara yaitu keadilan, kesgjahteraan
dan kemakmuran.

Seperti halnya dikemukakan oleh a-Gazali bahwa dalam
menata sistem pemerintahan perlu didasarkan pada garan
keadilan karena adil adalah hikmah dari Allah SWT. Selain itu,
perbuatan adil dari penguasa adalah suatu hal yang didambakan

oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, secara moral dan agama,

*'Abdul Munir Mulkhan, Politik Santri Cara Menang Merebut Hati
Rakyat, (Y ogyakarta: IMPUL SE dan Kanisius, 2009), 204.
*?|bid., 206.
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legitimasi suatu kekuasaan ditentukan oleh perbuatan untuk
menciptakan keadilan dari sang pemimpin. Dengan demikian
jelas bahwa tanpa tegaknya keadilan, maka secara mora
keabsahan kekuasaan itu tidek ada™ Ates dasar ini, dapat
dijelaskan bahwa pemerintah boleh memberlakukan berbagai
kebijakan untuk mengatur rakyatnya selama hal itu dilakukan
atas dasar alasan kemaslahatan bagi rakyat.>*

Berbagal penjelasan di atas mengindikasikan relas
rakyat dan negara dalam posis masing-masing yang kuat.
Negara yang kuat dalam arti mampu menjalankan fungsinya
memberikan perlindungan keamanan, menjamin kesejahteraan
ekonomi, menciptakan tertib sosial, menjaga integrasi teritorial,
rakyat yang kuat yang dapat dimaknai memiliki kemampuan
untuk melakukan kontrol terhadap negara yang mengarah ke
praktik autoritarian atau abuse of power juga dibutuhkan.
Dengan begitu, akan tercipta hubungan rakyat dan negara yang
senantiasa memiliki sebagaimana dikutip oleh Munafrizal
dengan meminjam istilah Anthony Giddens sebagai dialectic of

control atau bentuk hubungan rakyat dan negara yang disebut

3Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Thus al-Gazali, Al-
Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk (Beirut: Dar a-Kutub a-limiyah t.t ),
181.

*Madaniy, Politik, 75.
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oleh Alfred Stepan sebagal positive-sum, yaitu bentuk hubungan
rakyat dan negara yang masing-masing memiliki kapasitas

kekuatan seimbang dan tak saling menegasikan.>

3. Respons dan Responsivitas Relasi Rakyat dan Negara

Upaya untuk menguak pemikiran tokoh atau ormas
keagamaan dilakukan dengan mencermati karya-karyanya dan
keputusan resmi organisasinya. Respons terhadap perubahan
relas negara-rakyat ditelaah melalui perkembangan ataupun
dinamika pemikiran tokoh dan ormas keagamaan yang
bersangkutan. Dengan begitu bisa dipahami korelasi antara ide-
ide yang tertuang dalam karya-karya dan keputusan ormas
keagamaan tersebut dengan perubahan relasi rakyat dan negara.
Memang, ada kompleksitas persoalan yang dihadapinya baik
secara interna maupun eksternal baik dalam tingkat lokal,
nasional maupun global, di balik kompleksitas itu masih bisa
dilacak pergeseran pemikiran yang berlangsung.>®

Ada tiga tataran pelacakan yang ditekuni kajian ini.

Pertama, tokoh. Kgian ini memberikan perhatian yang cukup

*Manan, Pentas, 261-262.
®Ali Syari’ati, On the Sociology of Islam, terj. Hamid Algar (
Berkeley: Mizan Press, 1979), 39-609.
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terhadap pemikiran tokoh dan keputusan resmi ormas Islam
tersebut tentang perubahan konsep negara, termasuk relas
rakyat dan negara di Indonesia era reformasi. Kedua, dikgji
bagai mana respons pemikiran dan gerakan tersebut terhadap ide-
ide baru yang muncul di tengah masyarakat. Lebih lanjut yang
tideak dapat ditawar-tawar. Ketiga, ditddaah kaitan antara
pemikiran tersebut di atas dengan pemahaman gjaran Islam yang
melatarinya®”  Pernyataan  terakhir  diperlukan  untuk
menghindari sikap dan pandangan yang bias terhadap pemikiran
dan gerakan Islam.

Perlu ditegaskan pula bahwa, pemikiran yang muncul
sangat boleh jadi memiliki keterkaitan dengan tradisi yang
melekat dalam diri tokoh/pemikir Islam dan ormas Islam
Indonesia. Melaui telaah tradisi semacam ini dapat dilihat dan
lebih ditekankan bagaimana interpretasi (pemahaman) individu
atau organisas masyarakat Islam terhadap garan Islam dan
dampaknya dalam mempengaruhi perilaku politik (political
behavior). Dengan begitu, pemikiran Islam, termasuk dalam

bidang politik, selalu dapat dipertautkan dengan lingkungan

Voll, Islam, 2-4.
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sosia dan penyebabnya baik secara luas maupun secara

sempit.*®

G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Penelitian ini  merupakan penelitian melacak respons
pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara
sebagal dampak dari perubahan konsep negara yang muncul di
era reformasi. Pemikiran Islam ini dapat berupa pemikiran para
tokoh muslim di Indonesia baik sebagai pemikir individu
maupun pemikiran para tokoh muslim yang merepresentasikan
pemikiran lembaga keislaman di Indonesia di erareformasi.

Pemikir Islam Indonesia sebagai individu dalam pendlitian
ini adalah  Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.
Ditetapkannya kedua tokoh ini dengan pertimbangan pemikiran-
pemikirannya sudah terpublikasi luas di Indonesia, pemikiran
kedua tokoh ini banyak terkait dan bahkan kedua tokoh ini

terlibat dengan persoalan kenegaraan di Indonesia era reformas

*®Teori seperti ini disebut dengan teori challenge and response.
Arnold J. Toynbee, A Study of History, vol. | (London: Oxford University
Press, 1955), 2, 23, dan 271. John Edward Sullivan, Prophet of the West: An
Introduction to the Philosphy of History (New York: Holt Rinehart and
Winston Inc., t.t), 33.
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di Indonesia. Selain itu pemikiran kedua tokoh ini sekalipun
berasal dari tradisi 1slam tetapi pemikirannya dalam banyak sisi
melampaui organisasi 1slam yang ada di Indonesia.

Pemikiran Nurcholish Madjid mewakili pemikiran “Islam
inklusif pluralis®,®® pemikiran Abdurrahman Wahid adalah
representasi dari  pemikiran “Islam pribumi.*° Sedangkan
pemikiran keislaman yang bersifat kelembagaan adalah
Muhammadiyah mewakili pemikiran “lslam  pembaru-
modern”,®* Nahdlatul Ulama (NU) merepresentasikan pemikiran

“|slam tradisional-modern”.®> Pemikiran Islam yang diusung

*Idam Inklusif-pluralis adalah pemikiran Islam yang didasarkan
pada pandangan bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini sebagai
mengandung kebenaran dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan
bagi penganutnya. Alwi Shihab, Islam Inklusif (Bandung: Mizan, 1998), 41.
Tim Penulis, Figih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis
(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), 208,
238-241.

®)dam harus diposiskan sebagai faktor komplementer dalam
pembentukan struktur sosial, budaya dan politik Indonesia karena karakter
komunitas sosial, budaya, dan politik nusantara yang heterogen.
Abdurrahman Wahid, “Massa Islam daam Kehidupan Bernegara dan
Berbangsa,” Prisma, Edisi Extra (1984), 3-9.

®l|ldam pembaru-modern, yaitu aliran pemikiran Islam yang
menolak bermazhab dan hendak melakukan pembaruan melalui ijtihad
langsung pada Alquran dan hadis, dan berhasil memodernkan diri dan
terorganisir ke dalam sebuah organisas modern. Munculnya |slam pembaru-
modern merupakan respons terhadap Idlam tradisional, baik tradisional-
kultural maupun tradisional-modern. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di
Indonesia (Jakarta: LP3ES,1996), xi. Aksin Wijaya, Menusantarakan Islam
Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara
(Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011), 134 dan 138.

2|dam tradisional-kultural adalah airan pemikiran Islam yang
menganut mazhab tertentu yang belum terorganisir secara formal ke dalam
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oleh Muhammadiyah dan NU di Indonesia era kontemporer
sekarang sekarang ini lebih populer disebut sebagai “Islam Arus
Utama” (Islam Mainstream)”.®® Front Pembela Islam (FPl)
mewakili pemikiran “negara Islam Indonesia kaffah™,** Magjelis
Mujahidin Indonesia MMI) merepresentasikan pemikiran “Islam
khilafah Nusantara®,®®> dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
mewakili pemikiran  “Islam  khilafah  internasional
(transnasional)”.®® Tiga ormas Islam ini dalam studi ini

dinamakan Islam non-mainstream.®’

sebuah organisasi modern. Sedangkan |slam tradisional-modern adalah aliran
pemikiran tradisional-kultural dan berhasil memodernkan diri ke dalam
sebuah organisasi modern. Wijaya, Menusantarakan, 134, 138 dan 144-149.

®Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi
keagamaan yang besar peranannya dan memiliki jamaah dengan jumlah
besar, serta paling berpengaruh bagi masyarakat muslim di Indonesia hingga
saat ini. Pengaruh pahaman keislaman kedua organisasi keagamaan ini
cukup besar baik sebagai norma dan etika dalam aktivitas keagamaan
maupun dalam pengaruhnya terhadap kebijakan negara mengenai agama.
Bilveer Singh dan Zuly Qodir, Gerakan Islam Islam Non Mainstream dan
Kebangkitan Islam Politik di Indonesia, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2015),
6.

®Pemikiran Isam yang berpendirian bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia sekarang ini adalah sudah menjadi sebuah negara Islam
tetapi belum kaffah karena dalam bidang ketatanegaraannya belum
menerapkan Syari’at Islam. Habib Rizieq, Hancurkan Liberalisme Tegakkan
Syariat Ilam, (Jakarta: Suara lslam Press, 2011),185-186.

®Ppemikiran Islam yang memperjuangkan formalisasi Syari’at Islam
di Indonesia dalam konstitusi negara. Tujuan gerakan ini adalah mendirikan
negara lslam Indonesia yang selanjutnya akan mendirikan khilafah nusantara.
Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara,
Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokras (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar,
2008), 411.

% pemikiran Isam yang menggagas formalisasi Syari’at Islam bagi
kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Tujuan akhir dari pemikiran ini yaitu
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Dasar pertimbangan ditetapkannnya Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama dalam studi ini karena kedua organisas
terbesar ini merupakan ormas Islam mainstream di Indonesia.
Kedua ormas ini telah lahir sebelum kemerdekaan Indonesia,
mempunyal pengikut yang banyak dan telah memberikan
kontribus dalam membangun arah perkembangan dan masa
depan bangsa dan negara Indonesia.

Sedangkan dasar pijak ditetapkannya Front Pembela Islam
(FPI), Mgelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI), dalam penelitian ini adalah ketiga ormas Islam
Indonesia mewakili berbagai ormas Islam yang lahir di era
reformasi. Di samping itu, ketiga ormas non-mainstream ini
mempunyai pengikut dan pandangan tentang persoalan-
persoalan kenegaraan dan keislaman yang khas di Indonesia

dengan menawarkan formalisas syari’ah sebagai solusinya.

mendirikan negara Isdam (dawlah Islamiyah) yang berbentuk khilafah
internasional. Nashir, Gerakan, 421.

ldam non-mainstream berarti bertolak dari suatu pengertian
tentang mainstream (aliran induk) itu sendiri; karena itu gerakan non-
mainstream adalah gerakan yang memisahkan diri Islam arus utama di atas,
sudah tentu pandangan keislaman komunitas ini berbeda dengan gagasan
Issam arus utama, terutama dalam bidang politik kenegaraan atau
pemerintahan. Singh dan Zuly Qodir, Gerakan, 6-7.
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2. Sumber dan teknik pengumpulan data

Sumber atau bahan referensi untuk pemikir Islam sebagai
individu adalah berbagal karya tulis para tokoh tersebut yang
berujud buku atau artikel yang sudah dipublikasikan. Sumber
atau referensi ini dapat dikelompokkan menjadi sumber primer
dan sumber sekunder. Sumber primer adalah berbagai referensi
yang ditulis oleh tokoh yang bersangkutan terkait dengan Islam
dan relas rakyat dan negara di Indonesia yang terbit dalam
kurun sgak tahun 1998. Sedangkan sumber kepustakaan
sekunder adalah sumber kepustakaan yang membahas pemikiran
baik tokoh maupun pemikiran organisas Islam Indonesia
tentang relasi rakyat dan negara di Indonesia erareformasi.

Sumber primer yang digunakan untuk memahami
pemikiran Nurcholish Madjid adalah referensi yang ditulis
oleh tokoh ini langsung, yaitu:

1. Nurcholish Madjid, Isam, Kemodernan, dan

Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1995.
2. Nurcholish Madjid, Cita-Cita Palitik Isam Era
Reformasi, Jakarta: Paramadina, 1999.
3. Nurcholish Madjid, “Reformasi Menyeluruh dan

Masalah Kepemimpinan Nasional Sebuah Catatan”,
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makalah yang dibuat untuk kalangan internal setelah
lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 menjelang
Pemilu 1999.

. Nurcholish Madjid, “Renungan Awal Tahun tentang
Reformasi: Bagaimana Peluang Emas Tidak Lewat Sia-
Sia”, makalah untuk kalangan internal disampaikan
dalam kesempatan diadlog yang diselenggarakan oleh
Kordinatoriat Wartawan DPR/MPR RI dan Forum
Komunikass Massa, disdlenggarakan di Ruang
Pustakal oka, Gedung DPR 17 Januari 2001.

. Nurcholish Madjid,” Masa Depan Bangsa Pasca Bencana
Kuta”, dalam Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No.
2, Januari 2003.

Nurcholish Madjid, “Kekuasaan dan Akhlak”. Suara
Merdeka, Selasa 2 Desember 2003.

Nurcholish Madijid, Indonesia Kita. Jakarta: Universitas
Paramadina. 2004,

. Nurcholish Madjid, “Membangun Indonesia Masa
Depan”, Kata Pengantar dalam Budhy Munawar-
Rachman (Editor), Ensiklopedi Nurcholish Madjid

Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, Jakarta: Y ayasan
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Wakaf Paramadina dan Center for Spirituality and
L eadership dan Penderbit Mizan, 2005.

9. Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di
Kanvas Peradaban, Budhy Munawar Rachman,
(Penyunting), Jakarta: Penerbit Mizan bekerja sama
dengan Y ayasan Wakaf Paramadina, 2006.

10. Nurcholish  Madjid, Cendekiawan & Religiusitas
Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad, Jakarta

Paramadina dan PT. Dian Rakyat, 20009.

Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan referens
untuk memahami pemikiran Nurcholish Madjid adal ah:

1. Mahfud MD, Zaman Baru Isam Indonesia,
Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M.
Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaludin Rakhmat.
Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

2. Dedy Djamaludin Malik dan Idi Subandy lbrahim,
Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid.

Jakarta: Ragjawali Pers. 1999.
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3. Siti Nadroh, Islam Demokrasi, Pemikiran Nurcholish
Madjid, Jakarta: Katalis dan Penerbit Republika,
2004.

4. Anas Urbaningrum, Jalan Sufi Nurcholish Madjid,
Y ogyakarta: Pilar Media, 2007.

5. Triyoga A. Kuswanto, Api Islam Nurcholish Madjid
Jalan Hidup Seorang Visioner. Jakartas Kompas.
2010.

Sumber primer untuk memahami pemikiran Abdurrahman

Wahid adalah sebagai berikut:

1. Mukhlas Syarkun (Penyunting), Ensiklopedi
Abdurrahman Wahid (Gus Dur Seorang Ekonom,
Budayawan, Diplomat & Humoris), Jakarta: PPPKI,
2013.

2. Abdurrahman Wahid, Kumpulan Kolom dan Artikel
Abdurrahman  Wahid Selama Era Lengser,
Y ogyakarta: LKiS, 2002.

3. Wawancara Jaringan Islam Libera dengan
Abdurrahman  Wahid “Jangan Bikin = Aturan
Berdasarkan Islam Saja”, diakses 20 Maret 2016.
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http://bonsari .blogspot.co.id/2012/04/wawancara-jil -

dengan-gus-dur.html

Benyamin F Intan, “Gus Dur Pejuang Pluralisme
Sejati”, diakses 14 Maret 2016. http://artikel-

media.bl ogspot.co.id/2010/01/gus-dur-pejuang-

pluralisme-segati.html

. Video wawancara Gus Dur dengan Andy F. Noya
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Ideologi Nasional dan Agama”, Aula, Mei 1985.
Abdurrahman Wahid, “Beberapa Aspek Teoritis dari
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Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan rujukan dalam

memahami pemikiran Gus Dur adalah:

1. Mahfud MD, Gur Dur Isam, Poalitik, dan Kebangsaan.
Y ogyakarta: LKiS. 2010.

2. Mahfud MD, Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran
dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais,
Nurcholish Madjid, Jalaludin Rakhmat. Bandung:
Zaman Wacana Mulia. 1998.

3. Dedy Djamaudin Malik dan Idi Subandy Ibrahim,
Pemikiran Islam Liberal di Indonesia Pemikiran Neo-

Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad
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Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980, terj.
Nanang Tahqig. Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan
Pustaka Antara, Y ayasan Adikarya IKAPI dan The Ford
Foundation. 1999

4. Greg Barton dan ljtihad Politik Gus Dur Analisis

Wacana Kritis. Yogyakarta: LKiS. 2010.

Pemikiran keislaman yang mewakili lembaga atau
organisas masyarakat keislaman pengumpulan datanya melalui
sumber data primer seperti dokumen resmi organisasi, dan hasil
wawancara dengan masing-masing tokoh organisasi terkait.
Sedangkan sumber data sekunder seperti buku, tulisan, artikel,
dan dokumen yang terkait dengan lembaga tersebut dan
interview (pedoman wawancaraterlampir).

Untuk memahami pemikiran Muhammadiyah tentang relasi
rakyat dan negaradi Indonesia erareformas adalah:

1. Muhammadiyah Menyongsong Abad XXI. Yogyakarta:

Pustaka Suara Muhammadiyah. 1998 oleh Kerjasama
LPPI, LP3M, FAl Univesitas Muhammadiyah

Y ogyakarta
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sgjarah.html1

. http://banjar.muhammadiyah.or.id/artikel -aktualisasi -

khittah-muhammadiyah--dan-format-peran-politik-
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Seminar dan Lokakarya Pra-Muktamar Muhammadiyah
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Y ogyakarta, 25 Safar 1432/ 30 Januari 2011.
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11. Pernyataan HTI Tentang Bentrok Ahmadiyah di
Cikeusik, Pandeglang Kantor Juru Bicara Hizbut
Tahrir Indonesia Nomor: 193/PU/E/02/11, Jakarta,
07 Februari 2011 M.

12. Pernyataan HTI Tentang Keprihatinan terhadap
Kondiss Negara Kantor Jurubicara Hizbut Tahrir
Indonesia Nomor: 191/PU/E/0V/11 Jakarta, 20
Januari 2011 M, diakses 21 September 2011.
http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/01/dalil -

mendirikan-negara-berdasarkan-syariah-islam/h

13. Sidik  a-Jawi, “Konsep Civil Society dalam
Pergpektif Islam:  Sebuah Tinjaun Ideologis,”
makalah ceramah dan dialog di Radio Carolina
Surabaya, Ahad, 16 September 2001.
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Oktober 2011. http://hizbut-
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Data atau informasi tentang respons pemikiran Islam

terhadap perubahan relasi rakyat — negara di Indonesia era
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reformasi selain bersumber dari beberapa referensi tersebut di
atas, juga didukung hasil wawancara dengan: Ahmad Syafii
Maarif (mewakili Pimpinan Pusat Muhammdiyah), Dr. K.H. A.
Malik Madaniy, M.A. (Katibul Am Syuriyah PBNU), Habib
Muhammad Rizieq (Ketua Front Pembela Islam), Irfan S
Awwas (Ketua Tanfiziyah Maelis Mujahidin Indonesia),
Mohammad Rozi (Pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia), dan lain-

lain.

3. Sifat penelitian

Sifat  penelitian ini  deskriptif-interpretatif  dan
verifikatif.%® Sifat penelitian atas sumber kepustakaan baik yang
berupa buku, hasil penelitian maupun artikel serta hasil
interview sebagamana tersebut di  atas tidak hanya
menggambarkan apa adanya tetapi juga bersamaan dengan itu
diadakan penafsiran dan penjelasan sehingga data atau informasi
dapat dipahami secara baik. Setelah data tersgjikan secara baik

kemudian data tersebut dianalisis secara kritis.

®Mulyanto Sumardi, Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran
(Jakarta: Sinar harapan,1982), him. 27-28.
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4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam studi ini adalah
pendekatan historis. Pendekatan sgjarah yang dipilih dalam
penelitian ini adalah pendekatan sejarah challenge and response
Arnold J. Toynbee.® Dengan pendekatan sejarah seperti ini
dapat dijelaskan bahwa munculnya pemikiran Islam dalam
konteks perubahan tatanan kenegaraan, terutama relas rakyat
dan negara di Indonesia erareformasi merupakan jawaban Islam
dan umatnya atas tantangan yang mereka hadapi.

Selain pendekatan historis di atas, dalam studi ini juga
dipergunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini
berangkat dari IImu Sosial Profetik (1SP) Kuntowijoyo. Prinsip
dasar dari pendekatan sosiologis yang berasal dari ISP ini tidak
hanya terbatas pada usaha menjelaskan dan memahami readlitas
persoalan perubahan relas rakyat dan negara di Indonesia era
reformasi tetapi lebih dari itu dibarengi pula upaya atau usaha
untuk merubahnya menuju cita-cita yang diidamkan masyarakat

Indonesia yang merupakan aktualisasi nilai-nilai profetik yang

®Toynbee, A Sudy, I: 2. 23, dan 271. John Edward Sullivan,
Prophet of the West: An Introduction to the Philosophy of History (New
York: Holt Rinehart and Winston Inc., t.t), 33.
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diyakini oleh para pemikir muslim. IImu sosial profetik ini
bertitik-tolak dari tiga nilai penting sebagai pijakan yang
sekaligus menjadi  unsur-unsur yang membentuk karakter
paradigmatiknya, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi,
yang diderivasikan dari misi historis dan etis Idam.”

Obyektifikasi™ dari  Ilmu  sosiad  profetik  adalah
penerjemahan nilai-nilai  subyektif Islam dalam kategori-
kategori obyektif yang dapat diterima semua pihak tanpa perlu
menyetujui  nilai-nila asal (Isam). Dengan demikian,
obyektifikas merupakan metode untuk menghadirkan Islam
secara lebih substantif etis (profetik).”

Dengan melalui humanisas, liberasi dan transendens,
pendekatan sosiologis yang diinspiras nilai-nilai  profetik
hendak menegaskan posis  untuk kepentingan praksis
emansipatoris. Oleh karena itu, dapat ditegaskan pendekatan ini,

bahwa pengetahuan dituntut realisasinya dalam tataran praksis.

K andungan Q.S. Ali Imran, ayat 110. Husnul Muttagin, “Menuju
Sosiologi Profetik”, Sosiologi Reflektif, Prodi Sosiologi Fak. Ilmu Sosial dan
Humaniora UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Volume 7, Nomor 1, (Oktober
2012), 5.

K untowijoyo, Muslim, 373. Muttagin, “Menuju”, 6.

2 Muttagin, “Menuju”, 11- 17.
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Cara kerja pendekatan sosiologis yang diinspirasi ISP di
atas menandal cara kerja ilmuwan sosial yang tidak hanya
berjuang hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya
sendiri, tetapi juga gelisah dan pada gilirannya mencurahkan
dedikasinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
masyarakat. Muara dari kegiatan pengembangan ilmu yang
ditekuni bukan hanya stok pengetahuan yang lebih banyak dan
lebih baik, melain juga kapasitas mengatasi masalah-masalah
sosial. Watak transformatif ilmu sosial profetik bukan
ditentukan oleh ketrampilan teknis, melainkan ditentukan oleh
komitmennya untuk mewujudkan redlitas baru sesuai dengan
yang diteorisaskannya. Misalnya ketika membahas good
governance misalnya, kegelisahannya bukan pada ukuran-
ukuran dan ciri-ciri good governance, melainkan menghasilkan
perilaku bersama yang memenuhi ukuran dan ciri-ciri yang
dimaksudkan. Redlitas baru ini merupakan ekspresi dan
perwujudan dari komitmen etik ilmu sosial profetik. Dalam
hubungan ini, ilmu sosia profetik menuntut kerja keras
ilmuwan sosial pada dua titik ekstrim. Di satu sis mereka
dituntut untuk mempertebal penghayatan tentang kaidah filosofi

keilmuan, tepatnya memperkokoh penghayatan ontologis
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berbasis epistemologis yang jelas karena alasan aksiologis
tertentu. Akan tetapi di sisi lain, mereka dituntut untuk ambil
bagian dalam mewujudkan secara konkrit penghayatan filosofis

tersebut ke dalam kehidupan masyarakat.”

5. Teknik analisis

Teknik andisis yang dipergunakan dalam pendlitian ini
dapat dibagi dua. Analisis terhadap respons pemikiran Islam
yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, Abdurrahman
Wahid, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian
analisis terhadap respons pemikiran Islam non-mainstream.

Anadiss terhadap kelompok pemikir pertama adalah
sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan merupakan teknik
analisis yang menjelaskan adanya dialektika antara pemikir
muslim atau organisasi sosia kemasyarakatan muslim dengan
konteks dan reditas perubahan relas rakyat dan negara di
Indonesia era reformasi.”* Sosiologi pengetahuan yang

dipergunakan daam studi ini addah sosiologi pengetahuan

purwo Santoso, “Ilmu Sosial Transformatif”, Millah: Jurnal Studi
Agama, Vol. X1, No. 2, (Februari, 2012): 619-620.

“Muhyar Fanani, Metode Sudi Isam Aplikas Sosiologi
Pengetahuan Sebagai Cara Pandang (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2010),
54.
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Kuntowijoyo. Oleh karena itu respons pemikiran Islam terhadap
perubahan hubungan dua entitas di atas dapat dipahami sebagai
sebuah dialektika antara pemikir mudlim atau organisasi sosia
kemasyarakatan muslim dengan konteks dan redlitas perubahan
relas rakyat dan negaradi Indonesia erareformasi. Dialektikaini
berlangsung dalam proses tiga momentum (tahapan) secara
simultan, yaitu internalisasi, obyektifikasi, dan eksternalisasi.”
Tahap internalisas merupakan proses pemahaman pemikir
muslim baik individu maupun organisasi terhadap gjaran Islam
dan redlitas perubahan relas rakyat dan negara di atas serta
kompleksitas persodan yang menyertainya sebagai sebuah
konteks. Obyektifikasi adalah langkah selanjutnya yang
dilakukan oleh pemikir muslim baik secara individu maupun
organisas untuk merumuskan jawaban pemikiran Islam
terhadap perubahan relas rakyat dan negara tersebut dengan
mempertimbangkan kompleksitas persoaan yang terkait dengan
perubahan relasi dua entitas di atas dalam berbagai sisinya baik

dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain

Kuntowijoyo, Muslim, 139-140 dan 337. Kuntowijoyo, Identitas,
82-83 dan 90. Abdul Mgjid Umar an- Najjar, Figh at-Tadayyun Fahman wa
Tanzlan (Tunisia: Az-Zaitunah, 1995), 22, 90, dan 125.
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sebagainya. Selain itu, dalam tahapan obyektifikasi ini termasuk
juga pemilihan strategi untuk menerapkan pemikiran Islam
untuk menjawab perubahan relasi rakyat dan negara di atas.
Dengan demikian, tahap obyektifikass merupakan strategi
aktualisas Idlam dalam konteks perubahan relas rakyat dan
negaradi Indonesia erareformasi.

Tahap eksternalisasi adalah implementas atau penerapan
nilai-nilai Islam yang telah terinternalisasi yang dilakukan oleh
tokoh dan ormas Islam yang dengan arif mempertimbangkan
konteks perubahan relasi rakyat dan negara. Dengan demikian,
analiss terhadap respons pemikiran Islam terhadap perubahan
relas rakyat dan negara di Indonesia era reformas tersebut
secara simultan diletakkan dalam tiga proses internalisas,
obyektifikasi, dan eksternalisasi tersebui.

Sosiologi  pengetahuan Kuntowijoyo tersebut sekalipun
terdapat persamaan dengan sosiologi pengetahuan yang
kemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yaitu
bahwa dalam dunia kehidupan manusia sebagai sebuah
konstruksi sosial selalu dalam proses dialektis antara individu
atau kelompok dengan dunia sosio-kultural yang mengitarinya.

Didektika ini dalam sosiologi pengetahuan Kunto dimulai dari
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internalisasi, obyektifikas dan eksternalisasi. Sedangkan dalam
pandangan Berger dan Luckmann bahwa, dialektika di atas
berlangsung dalam suatu proses yang dimula dari eksternalisasi
(merupakan proses awal dalam konstruksi sosial, proses ini
terjadi ketika nilai-nilai subyektif dikeluarkan dalam dunia
sosio-kultural yang sedang berlangsung), objektifikasi (di dalam
tahap ini, realitas sosio-kultural yang seakan berada di luar diri
manusia, menjadi redlitas obyektif, antara realitas subyektif
yang ada pada diri manusia berinteraksi dengan realitas obyektif
melalui proses pelembagaan atau interaksi sosial dengan dunia
intersubjektif sebagai proses mengidentifikasikan diri), dan
internalisasi ( merupakan proses memasukkan nilai-nilai
obyektif dari ranah sosio-kultural ke dalam realitas subyektif
paraindividu atau kelompok mengidentifikasikan/menyesuaikan
diri dengan tuntutan dunia sekitar yang mengitarinya).”

Untuk memotret dinamika respons pemikiran Idam
terhadap perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era

reformasi lebih tepat dipergunakan teori Kunto karena selain

Peter L. Berger dan Thommas Luckmann, Tafsir Sosial atas
Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan Basyari
(Jakarta: LP3ES, 1990), 4-6. Ahmad Salehudin, Satu Dusun Tiga Magjid
Anomali Ideologisasi Agama dalam Agama (Y ogyakarta: Pilar Media, 2007),
89, 92, dan 95.
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respons pemikiran Islam yang direpresentasikan oleh oleh
Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Muhammadiyah dan
NU dapat dijelaskan secara lebih sistematis dan komprehensif,
juga respons para pemikir tersebut berangkat dari etis-substantif
atau etika profetik 1slam yang diobyektifikasikan dalam konteks
perubahan relasi rakyat dan negara. Dalam penerapannya dalam
studi  ini, teori sosiologi  pengetahuan  Kuntowijoyo
dikombinasikan dengan teori sosiologi pengetahuan an-Nagjjar di
atas.

Berbeda dengan metode analisis di atas, untuk
menganalisis respons pemikiran Islam non-mainstream yang
diwakili oleh Front Pembela Isam (FPI), Maelis Mujahidin
Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) terhadap
perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformasi
dalam studi ini dipergunakan discursive strategies (strategi
wacana)’’ diletakkan dalam kerangka interaks antara dinamika
jangka panjang Islam politik dalam menghadapi otoritarianisme
negara dan gaganya sistem politik, sosial, dan ekonomi yang

ada untuk mensejahterahkan rakyat. Pada saat yang sama Islam

" Noorhaidi Hasan,”Jalan Lain Menuju Demokrasi”, Kata
Pengantar dalam Ainur Rofig al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala
Hizbut Tahrir di Indonesia, ( Yogyakarta: LKiS. 2012), xiv-xv.
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non-mainstream ini menawarkan negara Islam dan
pemberlakuan syari’at Islam secara total dan formal sebagai
sistem alternatif atas sistem yang ada.”®

Berdasarkan penjelasan di atas, isu-isu seperti revitalisas
khilafah, dawlah Islamiyah atau negara Islam dan syari’at yang
dihembuskan oleh ormas Islam non-mainstream di Indonesia ini
perlu dipahami sebagal bagian dari strategi wacana dalam
konteks relasi kuasa antara rakyat dan negara yang tidak
berimbang dan manipulatif. Selain itu, isu-isu di atas menjadi
pilihan wacana dalam mempertahankan dan menyongsong
hadirnya suatu perubahan yang lebih prospektif.”

Berdasarkan kerangka andlisis di atas, dapat ditegaskan
bahwa respons pemikiran Islam non-mainstream terhadap
perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia di era reformasi
perlu didapat dibaca sebagai ikhitiar, kesadaran dan bagian dari
gerak dinamika masyarakat muslim Indonesia yang tengah

berubah di saat akar-akar demokrasi mulai menancap kukuh.®

Dengan begitu, Islam dijadikan sebagai daya atau sumber

"®Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian
Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
& KITLV-Jakarta, 2008), 2 dan 322.

;zNoorhai di Hasan,”Jalan Lain Menuju Demokrasi”, Xiv-XVv.

Ibid.
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pembingkai dalam merespons dan mengarahkan serta
memformat ulang relasi rakyat — negara dengan kompleksitas
permasalahan baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya, baik
padalevel lokal, nasional, maupun global.

Kegiatan penelitian ini dimulai dari merumuskan
permasalahan penelitian, mengumpulan data penelitian, data
display, reduksi data, dan merumuskan kesimpulan. Secara
keseluruhan kegiatan dan langkah-langkah penelitian ini sgak
awval hingga akhir dapat dipahami dalam diagram sebagai

berikut:®*

Pengumpu-
lan Data

Penyajian
Data

Reduksi
Data

Kesimpulan
dan
Verifikasi

A
v

Diagram 1. Langkah-Langkah Penelitian.

8Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data
Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: Ul Press,
1992), 20.
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H. Sistematika

Secara kesdluruhan pembahasan penelitian  respons
pemikiran Islam terhadap perubahan relas rakyat dan negara di
Indonesiadi erareformasi ini terdiri dari tujuh bab. Bab pertama
melacak respons Islam terhadap perubahan hubungan rakyat dan
negara di Indonesia erareformasi. Bab ini merupakan bab yang
mengarahkan pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab ini
menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan perubahan konteks pergumulan
pemikiran antara marginalisasi negara dan sentralisasi rakyat di
Indonesia era reformasi. Bab kedua ini mendeskripsikan
perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia dari relasi yang
berpusat pada negara (state centric) ke relasi yang berpusat pada
rakyat atau masyarakat ( society centric).

Bab ketiga mendeskripsikan pemikiran tokoh, yaitu
pemikiran Islam dan Ke-Indonesiaan Nurcholish Madjid,
Pemikiran Islam pribumi Abdurrahman Wahid, dan Islam,

rakyat dan ke-Indonesiaan.
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Bab keempat menjelaskan pemikiran organisasi Islam
mainstream yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Islam
dan reposisi relasi rakyat dan negara.

Bab kelima membahas respons pemikiran organisasi Islam
non-mainstream, yaitu negara Islam Indonesia Kaffah Front
Pembela Islam, Negara Khilafah Nusantara Magjelis Mujahidin
Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Islamisme dan
pengaturan relasi rakyat dan negara. Ketiga bab ini membahas
respons terhadap perubahan yang disgikan pada bab I1.

Bab keenam memetakan secara seksama dinamika respons
pemikiran Islam terhadap perubahan relasi rakyat dan negara
Indonesia era reformasi. Pembahasan dalam bab ini difokuskan
pada peta dan dinamika pemikiran Islam terhadap perubahan
relasi rakyat dan negara di Indonesia era reformas, strategi
tokoh, Isslam Mainstream dan strategi Islam Non-Mainstream
daam aktualisasi dan transformasi pemikiran dalam konteks
perubahan polarelas rakyat dan negara.

Bab ketujuh merupakan bab penutup, yang beris

kesimpulan dan rekomendasi.
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BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keseluruhan deskripsi, pembahasan, dan diskusi dengan
menggunakan analisis sosiologi pengetahuan yang didasarkan
pada IImu Sosia Profetik berdasarkan langkah-langkah
internalisasi, obyektifikasi dan eksternalisas yang sudah
diuralkan dalam bab-bab terdahulu dari studi ini, dapat
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pemikiran Islam yang dikemukakan oleh para
tokoh dan ormas Islam dalam mempola-ulang polarelas rakyat-
negara era reformas merupakan kontribusi pro-aktif Islam
dalam proses demokratisasi di Indonesia, dan sekaligus memberi
arah demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada rasionalitas
dan etika. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran ini dapat
dikatakan melampaui dan  dapat pula menjadi aternatif
pengembangan demokrasi yang bersifat prosedural (mekanistik)
yang dikembangkan berbagai pihak di Indonesia era reformasi.

Dengan demokrasi didasarkan pada etika itulah relasi rakyat
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kuat dan negara kuat di Indonesia menjadi kokoh dan
bermartabat.

Pemikiran di atas menunjukkan betapa kuatnya keinginan
umat Islam untuk menyantuni perubahan pola relasi rakyat dan
negara yang didasarkan pada etika yang implementasinya
mempertimbangkan secara arif kompleksitas permasalahan yang
mengitarinya baik isu lokal, nasional dan ketimpangan ekonomi
dan ketidakadilan sosia politik global. Dalam hubungan ini para
pemikir Islan di Indonesia dengan penuh kesadaran dan
memastikan bahwa apapun bentuk atau pola hubungan rakyat-
negara yang diberlakukan, maka yang paling banyak terkena
dampaknya adalah umat Islam.

Berdasarkan pertimbangan itulah, umat Islam perlu
memastikan bahwa kehidupan bernegara yang dilangsungkan
tetap dalam koridor garan agamanya. Oleh karena itu, dalam
konteks ini, perlu ditegaskan bahwa kontribusi umat Islam
terhadap perubahan pola relas rakyat dan negara ini
menunjukkan suatu keniscayaan adanya sinergi antara
pemikiran Islam sebagal aktualisasi garan agama dengan
pemikiran kenegaraan dalam posisinya sebagal warga negara.
Peran ganda muslim sebagai pemeluk garan agama dengan

muslim sebagai warga negara, menjadi suatu keniscayaan yang
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memungkinkan Indonesia dapat membangun sistem politik yang
memenuhi kaidah internasional, modern dan pada saat yang
sama mendapat dukungan dari warganya yang notabene
mayoritas memeluk gjaran Islam.

Bertitik-tolak dari penegasan di atas, tidaklah berlebihan
jika dikatakan bahwa hanya dengan pemahaman kontribusi
pemikiran Islam terhadap perubahan pola relasi rakyat dan
negara sebagal upaya umat Islan dengan pendasaran pada
garan Islam merupakan hargpan bahwa sendi-sendi Negara
Kesatuan Republik Indonesia, terutama arah perubahan pola
relasi rakyat dan negara di era reformas akan tegak, dan
tegaknya sendi-sendi yang kokoh itu, akan membawa tegak dan
kuatnya negara dan bangsa ini. Tanpa sendi-sendi yang kokoh
itu, maka bangunan negara dan bangsa ini akan lemah dan
rapuh. Dalam konteks inilah, sumbangan Islam yang diupayakan
oleh para pemikir muslim baik tokoh maupun ormas di bidang
ini untuk Indonesia akan sangat berarti mengingat bahwa Islam
merupakan anutan sebagian besar rakyat Indonesia. Kemampuan
umat Islam untuk mengambil bagian dalam kehidupan Negara
Indonesia yang modern menambah kemantapan mereka sebagai

rakyat yang akan melahirkan tindakan-tindakan yang lebih
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positif dan konstruktif yang merupakan sumbangsih mereka
terhadap negara Republik Indonesia.

Keniscayaan tersebut di atas punya implikas mendasar
karena dalam konteks pencarian solusi terhadap arah tatanan dan
masa depan kehidupan bernegara di Indonesia, terutama dalam
konteks relasi rakyat- negara yang mengemuka bahwa studi
pemikiran Islam di Indonesia baik oleh para ilmuwan politik
Indonesia maupun peneliti dalam bidang studi keislaman di
Indonesia khususnya yang membahas tentang pentingnya peran
dan kontribusi Islam sebagal agama yang dianut oleh mayoritas
bangsa Indonesia. Sungguhpun demikian, keniscayaan ini telah
terabaikan dalam kajian tentang pemikiran Islam di Indonesia
baik yang dilakukan oleh ahli studi Islam maupun oleh para
ilmuwan politik.

Bertitik-tolak dari pernyataan di atas dapat pula dipahami
bahwa sumbangan pemikiran Islam terhadap perubahan relasi
rakyat dan negara di Indonesia era reformasi, terutama yang
dikemukakan oleh tokoh, ormas Islam mainstream merupakan
aktualisasi dari pemikiran keagamaan yang melekat secara
inheren dalam Islam bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh negara

merupakan  amanah, dan amanah tersebut  harus
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dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat. Dengan
begitu, semua kebijakan yang dilakukan oleh negara harus
mengacu untuk kesgahteraan rakyat. Atas dasar itulah, dalam
kehidupan negara seperti ini di samping rakyat dapat menuntut
tanggungjawab negara, rakyat juga dapat melakukan
tanggungdesaknya terhadap negara untuk memenuhi hak-hak
mereka jika negara lala atau melanggarnya. Pemikiran ini
menunjukkan bahwa negara di samping harus menjalankan
fungs rasional, juga mengemban tanggungjawab etisnya
terhadap rakyat.

Pemikiran di atas menunjukkan bahwa perubahan pola
relas rakyat dan negara diarahkan kepada konsep relasi rakyat
dan negara dalam negara kesegjahteraan. Peran dan fungsi negara
daam negara kesgahteraan menjadi relevan dan signifikan
dalam kehidupan negara di Indonesia di era reformas sekarang
ini dalam menyantuni kehidupan rakyatnya baik dalam level
lokal, nasiona maupun tingkat global. Pemikiran ini
menunjukkan sikap konsisten dan secara kreatif menjadikan
Islam sebagai sumber daya pembingkai dalam menyikapi secara

kritis dan arif derasnya arus modernisasi, himpitan globalisasi
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dan  kegagadan ideologi-ideologi  kontemporer  untuk
mewujudkan kesg ahteraan rakyat.

Kedua, bahwa sumbangan penting pemikiran Islam
terhadap perubahan pola relas rakyat dan negara di Indonesia
era reformasi merupakan ungkapan kontributif dan sekaligus
kritik konstruktif atas perubahan pola relasi - negara sistem
negara-bangsa yang diterapkan di  Indonesia dalam
mensgahterahkan rakyatnya, bersamaan dengan itu sekaligus
memberikan  alternatif dan solus akan munculnya sistem
politik, sosial dan ekonomi yang lebih manjanjikan dan adil.
Dalam konteks inilah wacana perubahan pola relas rakyat dan
negara yang didasarkan pada negara Islam dan penerapan
syari’ah secara formal di satu pihak dan di pihak lain perubahan
pola relas dua entitas tersebut didasarkan pada core values
Islam yang diintegrasikan dalam sistem kenegaraan yang sudah
ada memiliki maknanya yang signifikan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang
diberikan para pemikir Islam merupakan ikhtiar kreatif
pemikiran Islam dengan penuh kesadaran dan dinamika untuk
mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat dalam
konteks perubahan pola hubungan rakyat dan negara di
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Indonesia era reformasi. Respons ini dapat pula dipahami
sebagai bagian dari gerak dinamika masyarakat muslim
Indonesia yang tengah berubah dan menyadari hak-hak mereka
sebagal warga negara di saat akar-akar demokras mulai
menancap kukuh.

Munculnya varian pemikiran Islam dalam merespons
perubahan pola relasi rakyat dan negara di atas bertitik-tolak
dari perbedaan cara berpikir yang dipergunakan dalam
merespons perubahan relasi dua entitas tersebut, di satu pihak
mempergunakan metode berpikir yang mendasarkan realitas
perubahan dua entitas tersebut pada pada visi etis — substantif
Isam. Sedangkan di pihak lain para pemikir Islam
menggunakan metode berpikir dengan cara mendasarkan
perubahan relasi rakyat dan negara pada kuasa penuh teks secara
formal (textual-oriented approach)

Konsekuensi dari cara berpikir yang legal-formalistik dalam
menjawab perubahan pola relas rakyat dan negara tersebut
cenderung reaktif, ssimplikatif dan kurang adaptif karena pada
kenyataannya perubahan pola relasi rakyat dan negara dengan
kompleksitas permasalahannya pemecahannya menjadi parsial

jika semata-mata didasarkan pada konsep-konsep simplikatif
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seperti negara Islam dan pemberlakuan syari’ah Islam secara
formal. Dalam hubungan inilah letak posisi strategisnya metode
berpikir etis-substantif yaitu dalam mempertautkan antara
realitas perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era
reformasi dengan vis etis Islam di samping cerdas, arif,
prospektif dan juga solutif.

Dengan begitu, pemikiran Islam yang bervis etis dalam
merespons perubahan relasi rakyat dan negara yang prospektif
di atas, di satu pihak didasarkan pada cara memahami Islam
secara langsung dari Alguran dan Hadis yang menekankan visi
bersama untuk membangun bangsa dan negara yang bertumpu
pada penafsiran ke-lslaman yang terbuka dan modern serta
berlandaskan pada visi Islam kemanusiaan. Sedangkan di pihak
lain berpangkal-tolak dari penggalian dan pemanfaatan secara
optimal warisan intelektual 1slam yang sudah ada sebagai upaya
untuk mamahami Alquran dan Hadis tersebut.

Dari dua cara berpikir pendukung vis etis Idam di atas
sekalipun sama-sama efektif dan solutif dalam merespons
perubahan relasi rakyat dan negara tetapi cara berpikir yang
pertama walaupun efektif tetapi kurang efisien dan sedangkan

cara berpikir yang terakhir di samping efektif juga lebih efisien.
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Dengan cara berpikir yang terakhir ini, setidaknya ada dua
keuntungan bagi umat Islam, yaitu pertama dalam merespons
perubahan kehidupan bernegara, umat Islam selalu memiliki
lebih dari satu alternatif jawaban, kedua pendekatan ini juga
mengisyaratkan kreativitas yang tinggi dalam pemanfaatan
secara maksimal dari interpretasi yang sudah dilakukan oleh
para pemikir Islam terdahulu sebagaimana terekam dalam
berbagai khazanah pemikiran Islam.

Bertitik-tolak dari pernyataan di atas, beberapa tuduhan
yang sering dialamatkan terhadap pemikiran Islam terakhir yang
muncul selama ini sebagai tradisionalis secara agama, kolot
secara intelektual, pragmatis oportunistik secara politik,
sinkretik secara kultural, konservatif, ortodoks, mundur dalam
berfikir, menutup pintu ijtihad, dan sgumlah stereotyping lain
yang memposiskannya dalam kubangan kejumudan dan
ketertinggalan kiranya segera dan harus ditinjau kembali.

Cara berpikir efektif dan efisien di atas, dalam memperkuat
posisi tawar rakyat terhadap negara di Indonesia dikembangkan
lebih progresif lagi oleh dua tokoh pemikir Cak Nur dan Gus
Dur sebagamana dikemukakan di atas telah dapat
mensintesiskan nilai-nilai dasar khazanah intelektual Islam

dengan tantangan dan tuntutan dunia global dan nasional secara
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sophisticated ( canggih) dan progresif. Oleh karena itu, dalam
konteks memperkuat posisi dan relasi rakyat dengan negara dan
tantangan lokal, nasional dan global inilah, dapat dipahami
pemikiran Islam yang canggih di atas sering bersikap kritis
bahkan kadang-kadang berseberangan terhadap kebijakan
negara dan keinginan umat Islam sebaga mayoritas rakyat
Indonesia. Atas dasar itu, pemikiran ini dapat dikatakan
melampaui diskursus perlunya perumusan dan pelurusan kiblat
bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang diwacanakan.
Kontribusi penting dari hasil studi ini adalah bahwa dalam
pembacaan atas pemikiran Islam di Indonesia, terutama dalam
konteks merespons perubahan pola relas rakyat dan negara di
Indonesia era reformasi perlu dilakukan di samping melihat
dinamika pemikiran Islam di Indonesia dari aspek internal,
kultural teologis dan politis, juga pula diperpertautkan dengan
dinamika berbagai faktor seperti ekonomi, politik, sosial budaya
baik dalam level lokal, nasional maupun globa yang memicu
dan mengitari pemikiran Islam tersebut. Di samping itu, temuan
studi ini berkontribusi bagi para pemerhati dan peminat studi
politik 1slam adalah dapat mengisi salah satu titik lemah atau

kekosongan dari kajian politik Islam yaitu masih kurang
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tersedianya kemungkinan-kemungkinan untuk menghadirkan
wajah lain terkait dengan politik Islam.

Bertitik-tolak dari dua kerangka pemikiran Islam dalam
merespons perubahan relasi rakyat dan negara di Indonesia era
reformasi tersebut di atas, pemikiran Islam yang bertitik-tolak
dari core values Idam dapat dikategorikan sebagai pemikiran
menunjukkan sebuah konsep yang mentransformasikan dasar-
dasar Islam dalam konteks perubahan rakyat dan negara dalam
bingkai negara bangsa. Kerangka berpikir ini mengajarkan
bagaimana menjadi orang Indonesia yang beragama Islam dan
orang Islam adli Indonesia dalam merespons perubahan relasi
rakyat —negara di Indonesia era reformasi. Konsep ini juga
memadukan berbagai nilai budaya global kontemporer, seperti
HAM, demokrasi, negara bangsa, sehinggatidak diperlukan lagi
idtilah HAM Islam, demokrasi Islam, negara Islam dan lain-
lain. Sedangkan pemikiran Islam yang mendasarkan pada
kekuasaan penuh teks dalam merespons perubahan relasi rakyat
dan negara pemikiran yang mempergunakan metode berpikir
yang mendasarkan realitas perubahan dua entitas tersebut pada
kuasa teks secara formal. Dampak dari cara berpikir seperti ini

adalah di samping kurang efektif dan efisien juga kontra
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produktif terhadap sistem kenegaraan yang ada dalam berbagai
aspeknya.

Temuan penting dari studi ini dengan mempergunakan
kerangka analisis sosiologi pengetahuan yang didasarkan Ilmu
Sosial Profetik sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat
dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan alternatif dalam
memahami dinamika pemikiran Islam di Indonesia, terutama
dalam konteks merespons dan mengarahkan perubahan serta
memformat ulang relasi rakyat dan negara di Indonesia era
reformasi. Dinamika pemikiran Islam di Indonesia dalam
merespons tantangan kehidupan dewasa ini yang begitu
kompleks mengalami  kesulitan jika dipahami dengan
mempergunakan model tipologi pemikiran Islam yang selama
ini diterapkan dalam memetakan pemikiran Islam, seperti
kategori indigenized (pribumisasi) Islam, Isam tradisional,
Islam modernis, Islamisme atau Islamis, dan neo-modernisme
Islam. Kategori-kategori ini  tentu sga hanya sebatas
menjelaskan sisi permukaan dan kecenderungan teologis,
kondisi internal dan kultural yang mengitari pemikiran Islam
Indonesia. Selain itu, juga model kategoris tersebut seakan
mengisolas  pemikiran Islam dari dinamika kompleksitas

persoal an eksterna yang mengitari 1slam dan umat Islam.
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B. Rekomendasi

Bertitik-tolak dari  hasil  penelitian  sebagaimana
dikemukakan di atas dan untuk mengembangkan kajian
pemikiran Islam agar relas rakyat dan negara di Indonesia ke
depan lebih berpihak kepada rakyat serta untuk terus mendorong
terciptanyarelas rakyat dan negara di Indonesia yang lebih adil
dan demokratis, maka perlu mempertimbangkan rekomendasi
berikut:

Pertama, figh siyasah atau figh politik sebagal salah satu
perangkat dan keillmuan untuk menerjemahkan wawasan
keisaman sudah semestinya mulai menyentuh wacana
kerakyatan sebagal subyek sekaligus obyek studi politik dalam
Islam. Dengan demikian figh tersebut perlu mempertimbangkan
realitas empirik dan kemungkinan-kemungkinan  untuk
dilakukan perubahan-perubahan mendasar dalam paradigma
politik Islam.

Kedua, memperkuat posis tawar rakyat terhadap negara
perlu dilakukan penguatan gerakan masyarakat sipil di Indonesia
dan pemberdayaan rakyat agar rakyat mengetahui, memahami
dan menyadari hak-haknya sebagai warga negara. Dengan

begitu rakyat dapat berpartisipas dalam mengembangkan
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kehidupan negara yang lebih berpihak pada rakyat dan rakyat
juga dapat mengawas dan mengontrol negara jika negara
menyimpang dari konstitus. Daam kaitan ini Islam dapat
memberikan sumbangan yang kontributif.

Ketiga, masa depan relas rakyat dan negara di Indonesia
tidak dapat dilepaskan dari konsep governance. Dalam konsep
governance terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak
hanya diselenggarakan oleh pemerintah (government) sendiri
tetapi juga bersamasama dengan rakyat secara luas sebagal
stakeholders. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik
terwujud, maka norma- norma yang harus dipenuhi adalah
adanya partisipasi, efisens, keadilan dan kepastian hukum,
akuntabilitas, transparansi, responssifitas, dan adanya vis.
Untuk itu perlu pengembangan kajian figh siyasah tentang relasi
rakyat dan negara di Indonesia ke depan tidak dapat dilepaskan
dari pengembangan konsep governance dalam pemikiran Islam.

Keempat, merumuskan konsep governance dalam
perspektif Islam tersebut, Dibutuhkan penggalian dan formulasi
nilai-nilai substansial atau basic values Islam dalam kgian

pemikiran kenegaraan karena kgjian Islam tentang negara yang
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hanya bertumpu pada perumusan norma-norma Islam konkrit
seperti ditawarkan selamaini sudah tidak lagi mamadai.

Kelima, mewujudkan good governance tersebut dalam
kajian pemikiran kenegaraan Islam perlu dikembangkan ke arah
kajian yang bersifat preskriptif. Dalam kajian preskriptif ini
tersusun secara hirarkis yaitu norma yang paling abstrak
dikonkretisas atau diimplementasikan dalam norma yang lebih
konkret. Dengan kata lain nilai-nilai dasar dikonkretisasi dalam
norma-norma tengah baik berupa asas-asas maupun kaidah-
kaidah dasar. Norma-norma tengah (doktrin-doktrin umum)
pada gilirannya lebih  dikonkretkan lagi  dengan
mengimplementasikannya dalam bentuk norma konkret dan

aplikatif.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA

1

Bagaimana sudut pandang Isam melihat perjaanan
kehidupan negara bangsa (Indonesia) sgak 1998 sampal
2011 sekarang ini? Apakah NKRI ini sudah mampu
memenuhi tuntutan dan tujuan berdirinya suatu negara untuk
rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 1945?

Jika dibandingkan dengan masa Orde Lama dan Orde Baru,
apakah kehidupan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang
(terutama dalam kehidupan sehari-sehari dalam bidang
ekonomi,sosial dan politik), di era reformasi lebih baik atau
bagaimana?

Apakah cita-cita utama reformasi seperti membangun civil
society atau masyarakat madani sudah ada tanda-tanda akan
tercapai ?

Apa ciri atau indikator yang dimiliki masyarakat madani
atau civil society, terutama berhadapan dengan negara dalam
bidang ekonomi, politik dan sosial?

Apayang melatar belakangi reformasi di Indonesia memilih
civil society atau masyarakat madani sebagai aternatif?

Bagaimana pandangan Islam terhadap suatu pandangan
bahwa negara Indonesia sekarang ini lebih berpihak kepada
pemilik modal daripada rakyat?

Bagaimana posisi rakyat Indonesia sekarang ini berhadapan
dengan kekuasaan negara? Apakah kuat atau lemah? Atau
bagaimana? Apakah sesuai dengan UUD 19457

Melihat kondisi nyata (obyektif) posis lemahnya rakyat
berhadapan dengan kekuasaan negara tersebut, dari sudut
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pandang Islam, apa yang bisa dilakukan Islam di Indonesia
sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat?

Dalam situasi tersebut di atas, apakah urgen dan perlu diatur
kembali relasi rakyat dan negara? Jika ya, apa untungnya
bagi negara dan bagi rakyat?

Apakah dalam Islam ada pedoman/petunjuk yang jelas dan
cukup implementatif tentang relasi rakyat dan negara?
(mungkin ada rujukan historis atau nasnya? Atau
bagaimana?

Dari sudut pandang Islam, ketika muncul pemahaman agama
yang berbeda atau bertentangan atau menyalahi
pandangan/pemahaman mayoritas umat di Indonesia? Siapa
yang mempunya kekuasaan/otoritas untuk menangani
masalah ini, apakah masyarakat agama itu sendiri atau perlu
campur tangan negara dengan aparatnya? Mengapa?

Jka negara turut campur seperti tersebut, bagaimana
pemahaman umat |1slam tentang pasal 29 ayat 2 UUD 19457

Lebih jauh lagi, di Indonesia ada peraturan yang sering
dijadikan rujukan dalam mengatur kehidupan beragama di
Indonesia adalah PNPS No. 1/ 1965 dan izin pendirian
tempat ibadah? Apakah aturan-aturan ini masih relevan
diterapkan sementara situasinya sudah jauh berubah? Atau
bagaimana?

Ada sementara penilaian/pandangan bahwa krusianya
penanganan kehidupan beragama di Indonesia apakah
negara yang harus intervensi atau merupakan persoaan
internal umat beragama adalah disebabkan karena tidak
jelasnya posis hubungan antara agama dan negara di
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Indonesia? Apakah hubungan agama dan negara perlu
dirumuskan kembali secarategas di Indonesia?

Bagaimana pandangan Isam Indonesia terhadap pernyataan
bahwa akibat dari ketidakjelasan hubungan agama dan
negara tersebut, berdampak pula terhadap ketidakjelasan
sigpa yang paling berhak/punya otoritas/kekuasaan dalam
menyelesailkan persoalan sesat dan benarnya pemahaman
agama,(negara atau patrakyat).

Kembali kepada kehidupan agama di Indonesia, terutama
posiss kaum minoritas, apakah hak mereka dalam
menjalankan dan mendirikan rumah ibadah perlu dilindungi
oleh negara? Atau selain itu perlu memperoleh izin kaum
mayoritas? Atau bagaimana?

Bagaimana pandangan tentang adanya konflik horizontal
yang bernuansa etnik seperti sampit? Peran apa yang
seharusnya dilakukan oleh negara/pemerintah?

Bagaimana pandangan tentang adanya persoalan gerakan
separatis yang sewaktu-sewaktu muncul dan dapat
mengancam NKRI? Daam konteks ini, peran apa yang
seharusnya dilakukan pemerintah./negara?

Untuk menuju masa depan Indonesia yang dicta-citakan.
apakah perlu dimunculkan pemahaman dan kesadaran di
kalangan umat bahwa untuk memperkuat posisi tawar posisi
rakyat baik berhadapan dengan kekuasaan negara maupun
intervensi pemilik modal (dalam negeri maupun asing),
perlukah penataan relasi rakyat dan negara dilakukan?
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